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The purpose of this research are: 1) To determine the method used KSPPS 
BMT HIRA Tanon in handling the problems on products murabaha financing. 2) 
To find out how to make the handling of the members of murabaha financing 
problem effectively. 
This research is a descriptive qualitative research, descriptive research is 
research used to provide a clearer picture challenge social situations. Qualitative 
research is research that emphasizes data collection or the reality of the problem 
is based on the collection of data or the reality of the problem. 
The conclusion: Strategies to overcome the problem of murabaha 
financing, namely: first by approaching the member. Second, intensive billing 
(collection). Third, the strike warning letter has matured, Fourth, resheduling 
which is an extension of maturities to members. Fifth, the restructuring is to 
increase the number of credits and increase equity (cash and an additional 
deposit of the owner). Sixth, remove it (write off) that the last step is carried out to 
free the customer from the burden of debt. 
BMT HIRA in tackling the problem of murabaha financing is good enough. 
This means that the development of Non-Performing Financing (NPF) thirds last 
year experienced a decrease, although there are still troubled members. 
 














Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui metode yang 
digunakan KSPPS BMT HIRA Tanon dalam melakukan penanganan terhadap  
pembiayaan  bermasalah pada produk murabahah. 2) Untuk mengetahui 
bagaimana melakukan penanganan kepada anggota pembiayaan  murabahah 
bermasalah secara efektif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif, penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran yang 
lebih jelas tantang situasi-situasi sosial. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 
mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan dengan berdasarkan 
pada pengumpulan data atau realitas persoalan. 
Kesimpulan yang didapat: Strategi dalam mengatasi pembiayaan 
murabahah bermasalah, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada 
anggota. Kedua, penagihan secara intensif (collection). Ketiga,teguran dengan 
melayangkan surat peringatan telah jatuh tempo,Keempat, resheduling yaitu 
perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. Kelima, restructuring  yaitu 
dengan menambah jumlah kredit dan menambah equity (menyetor uang tunai dan 
tambahan dari pemilik). Keenam, hapus buku (write off) yaitu langkah terakhir 
yang dilakukan untuk membebaskan nasabah dari beban hutangnya. 
BMT HIRA dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah 
sudah cukup baik. Artinya perkembangan Non Performing Financing (NPF) 
pertiga tahun terakhir ini mengalami penurunan meskipun masih saja terdapat 
anggota yang bermasalah. 
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1.1. Latar Belakang 
Lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam kehidupan  sebuah  
negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis 
lembaga keuangan tersebut disebabkan oleh fungsi lembaga keuangan sebagai 
lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan 
efisien (Kasmir, 2003:37). 
Peran sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang 
membutuhkan dana  sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar 
bagi masyarakat. Menurut Rifa’i (2007: 15), lembaga keuangan adalah sebuah 
perusahaan keuangan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi 
financial.   
Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua  yaitu Lembaga 
keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga keuangan bank 
adalah lembaga keuangan yang memiliki peranan sebagai perantara antara pemilik 
modal dengan yang membutuhkan modal sehingga lembaga keuangan  bank 
memiliki produk dasar dan utama  berupa simpan pinjam (Sulhan, 2008:10). 
Lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang kegiatannya dibidang 
keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghimpun dana 
dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga untuk kemudian 




perantara dalam penerbitan surat-surat berharga tersebut. Lembaga keuangan non 
bank sendiri memiliki dua jenis diantaranya adalah lembaga keuangan non bank 
konvensioanal dan lembaga keuangan non bank syariah. 
Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di 
Indonesia,  Bapak Muhammad Hatta, salah Proklamator Republik Indonesia yang 
dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha 
bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang 
umumnya lemah yang bergabung secara sukareladan atas dasar kebersamaan hak 
dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk mengetahui 
kebutuhan para anggotanya. 
Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan 
menengah dalam menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada 
lembaga simpan pinjam konvensional yang beban bunga cukup tinggi serta cara 
mengaksess sumber pendanaan terlalu sulit bagi masyarakat menengah kebawah. 
Sehingga masyarakat tidak mampu memenuhi prosedur tersebut (Triandaru,  
2007: 183). 
Mengetahui fenomena tersebut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil 
(PINBUK) merasa prihatin terhadap usaha kecil dan menengah, sehingga mulai 
merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan 
sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif tersebut adalah dengan 
terealisasinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat 
(Sudarsono, 2003: 96).  
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Dalam kondisi yang demikian inilah baitul maal wa tamwil (BMT) sebagai 
lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan 
solusi bagi masyarakat kelas bawah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumiyanto 
(2008:16) yang mengatakan “BMT sendiri merupakan salah satu model lembaga 
keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana”.  
BMT lahir ditengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi 
pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan mengacu pada 
prinsip syariah. Geraknya yang gesit, dikelola oleh tenaga-tenaga muda yang 
progresif dan inovatif, serta pelayanannya yang berorientasi kepada kepuasan 
pelanggan membuat BMT cepat populer. 
Sebagai gambaran, usaha kecil mikro terdiri dari sektor formal dan 
informal, yang menurut data Bappenas mencapai angka hampir 40 juta. Peluang 
pengembangan BMT di Indonesia sesungguhnya sangat besar, mengingat usaha 
mikro dengan skala pinjaman di bawah Rp 5 juta adalah segmen pasar yang dapat 
dilayani dengan efektif oleh lembaga ini. Sementara di sisi lain, keberadaan 
perbankan yang mampu melayani segmen ini sangat terbatas jumlahnya. 
Namun keberadaannya ini masih belum selaras dengan tatanan hukum 
yang ada. Masalah utamanya adalah faktor kelembagaan yang sering menjadi 
kendala. Sampai saat ini kelembagaan BMT belum diatur secara spesifik 
sebagaimana lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya.  
Kebanyakan BMT saat ini menyatakan dirinya sebagai koperasi, artinya 
secara badan hukum BMT tunduk pada undang-undang perkoperasian. BMT yang 
menyatakan dirinya sebagai koperasi simpan pinjam harus mampu memenuhi 
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persyaratan-persyaratan legalitas sebagai koperasi, seperti anggaran dasar, 
keanggotaan, permodalan, tata organisasi dan cara kerja lainnya.  
Dalam operasionalnya BMT memiliki fungsi ganda, fungsi sosial sebagai 
Baitul Maal (rumah harta) dan fungsi usaha sebagai Baitul Tamwil (rumah 
pembiayaan). Fungsi BMT sebagai Baitul Maal diwujudkan dengan semacam 
jaminan atau proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana 
ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan 
kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial.  
Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat 
yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi 
komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif 
kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar. 
Produk yang dikeluarkan oleh BMT meliputi produk pembiayaan 
(mudharabah, musyarakah), jual beli barang (BBA, murabahah, bai assalam), 
ijarah (leasing, bai takjiri, musyarakah mutanaqisah), serta pembiayaan untuk 
sosial (qordhul hasan). Produk tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS. 
Apalagi dengan adanya peristiwa runtuhnya perekonomian liberal yang 
dianut negara-negara barat dan Amerika tersebut, membuat masyarakat semakin 
yakin bahwa perekonomian yang menganut sistem liberal malah akan merusak 
perekonomian itu sendiri.  
Dan mereka semakin yakin bahwa perekonomian dengan prinsip syariah-
lah yang mampu menyelamatkan perekonomian yang sudah hancur akibat sistem 
liberal. Dan karena keyakinan tersebut, tidak sedikit bank-bank konvensional yang 
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membuka perbankan yang berprinsip syariah. Seiring tumbuh dan berkembangnya 
lembaga keuangan syariah, BMT pun semakin bertambah banyak dan tidak sedikit 
pula yang terpaksa harus tutup. (Rizky, 2013) 
BMT HIRA Tanon adalah salah satu BMT yang sudah berkembang di  
Wilayah Kabupaten Sragen yang berbadan hukum koperasi dengan total aset Rp 
53.100.011.275. Lokasi yang  berdekatan dengan jalan raya dan termasuk pasar 
cukup besar. BMT HIRA Tanon menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi 
para pedagang dan kaki lima yang berada di area pasar serta masyarakat sekitar 
Kabupaten Sragen.   
Dalam lembaga keuangan syariah terdapat beberapa pembiayaan 
diantaranya: Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah, Musyarakah, 
Murabahah, pembiayaan berdasarkan akad Qard, pembiayaan penyewaan barang 
bergerak atau tidak bergerak kepada anggota berdasarkan akad Ijarah atau sewa 
beli, pengambilan utang berdasarkan akad Hawalah. Salah satu bentuk 
pembiayaan yang begitu dominan di BMT HIRA Tanon adalah pembiayaan  
Murabahah.  Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 1: Jumlah anggota piutang Murabahah BMT HIRA Tanon 3 (Tiga) 
Tahun Terakhir 
No Tahun pembiayaan  Murabahah 
1 2013 2.596 
2 2014 2.982 
3 2015 3.210 
Sumber: KSPPS BMT HIRA Tanon di Kabupaten Sragen 
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Perkembangan minat pembiayaan  pada tabel 1,  pembiayaan murabahah 
mendominasi dari tahun ketahun. Pada tahun 2013  murabahah  mencapai 2.596 
anggota, pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.982 anggota dan 2015 meningkat 
menjadi 3.210 anggota. 
Murabahah  didefinisikan sebagai penjualan barang sehingga biaya atau 
harga pokok barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 
Karakteristik  murabahah  adalah bahwa penjual harus memberitahu berapa harga 
pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah 
dengan jumlah tersebut (Wiroso, 2005:13).   
Pihak BMT HIRA Tanon dengan anggota sebelum melakukan transaksi 
pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dan 
kesepakatan tersebut tertuang dalam sebuah akad pembiayaan.Demikian keduanya 
terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.Hakekatnya kadang 
dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota yang tidak melaksanakan 
kewajibannya terhadap BMT HIRA Tanon yang sebelumnya menjadi kesepakatan 
bersama antara keduanya baik disengaja maupun tidak disengaja. 
Tabel 2: Data Anggota pembiayaan Murobahah BMT HIRA Tanon 3 
(Tiga) Tahun Terakhir berdasarkan kolektabilitas 
produk Kategori 
Tahun 
2013 2014 2015 
Murabahah 
Lancar 1735 1.862 2.017 
Kurang 325 303 347 
Diragukan 187 322 264 
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Macet 349 495 582 
Total 2.596 2.982 3.210 
Sumber: KSPPS BMT HIRA Tanon di Kabupaten Sragen 
Berdasarkan tabel anggota pembiayaan Murabahah KSPPS BMT HIRA 
Tanon di Kabupaten Sragen periode 2013-2015 mengalami peningkatan dalam 
jumlah anggota pembiayaan murabahah yaitu tahun 2013 dengan jumlah 2.596 
anggota, tahun 2014 naik dengan jumlah 2.982 anggota, dan tahun 2015 dengan 
jumlah 3.210 anggota. dengan adahnya peningkatan jumlah anggota pembiayaan 
Murabahah tersebut diikuti dengan naiknya tingkat kolektibilitas pembiayaan 
bermasalah.   
Pembiayaan bermasalah atau Non Performing financing (NPF) adalah 
penyaluran dana oleh lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran 
kembali pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta tidak 
menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak yang merugikan (Karim, 
2010:260).  
Perhitungan  Non Performing  Financing (NPF) RUMUS:  
Rasio NPF = 
                     
                
 x 100% 
Sumber: Rifai (2005:44) 
Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kriteria 
yakni, pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. BMT HIRA Tanon dari 
tahun 2013-2015 memiliki kolektabilitas yang disajikan dalam tabel berikut ini. 




Kategori 2013 2014 2015 
Lancar 18.961.207.055 19.814.661.430 22.995.231.390 
Kurang 1.101.129.782 982.657.780 1.391.799.683 
Diragukan 666.951.584 1.364.158.419 774.296.970 
Macet 2.189.818.465 4.812.480.929 5.943.188.123 
Total 22.919.108.899 26.973.960.572 31.104.518.181 
Sumber: KPPS BMT HIRA Tanon di Kabupaten Sragen 
 
Berdasarkan tabel tingkat kolektibilitas KSPPS BMT HIRA Tanon di 
Kabupaten Sragen periode 2013-2015 mengalami peningkatan dalam pemberian  
pembiayaan yaitu tahun 2013 dengan total Rp 22.919.108.899 tahun 2014 naik 
dengan total Rp 26.973.960.572 dan tahun 2015 dengan total Rp 31.104.518.181. 
Dengan total pembiayaan yang terus meningkat tersebut sayangnya di ikuti juga 
meningkatnya pembiayaan yang bermasalah. 
Sebelum mengalami pembiayaan yang bermasalah terlebih dahulu akan 
terdapat tanda-tanda bermasalah seperti: menurunnya jumlah penjualan, ketidak 
mampuan dalam merencanakan sebuah usaha, ataupun anggota meninggal. Pada 
tanda-tanda tersebut pihak BMT akan menyelesaikan dengan jalan kekeluargaan 
dan melakukan pengulangan akad. Lebih lanjut, apabila pembiayaan memasuki 
tahap kemacetan yaitu pihak debitur dianggap telah melakukan tindakan melawan 
hukum. 
Dalam Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi 
setiap perjanjian atau amanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Sebagaimana 
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firman Allah dalam QS Al-Anfaal ayat 27 yang artinya adalah “Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 
janganlah kamu menghianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan 
kamu mengetahui”.  
Pihak BMT dalam memberikan pembiayaan Murabahah tidak 
menginginkan pembiayaan tersebut mengalami permasalahan, akan tetapi 
permasalahan kerap kali muncul. Pihak BMT dalam menangani pembiayaan 
bermasalah perlu melakukan strategi penanganan pembiayaan Murabahah dengan 
melakukan beberapa tindakan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Tindakan-
tindakan pembiayaan bermasalah diantaranya  rescheduling, reconditioning, 
restructuring.  
Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah BMT perlu 
melakukan evaluasi terhadap calon anggota, dengan menggunakan pedoman 5C 
yaitu:  character, capacity, capital, collateral, dan condition. Serta melakukan 
analisis 5P yaitu:  Party, Purpose, Payment, Profitability, dan  Protection. Strategi 
tersebut perlu dilakukan agar BMT tidak banyak mengalami kerugian dan dalam 
pemberiaan pembiayaan murabahah tetap dapat terlaksanakan. 
Maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian  tentang pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA Tanon, yang 
kemudian akan ditulis dengan judul “ANALISIS PENANGANAN 
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
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 Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut: Penyebab pembiayaan bermasalah 
karena ketidaksediaan anggota untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk 
memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan pada BMT 
HIRA Tanon, Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT HIRA 
Tanon. 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penanganan yang dilakukan BMT dalam menangani pembiayaan bermasalah 
murabahah.  
 
1.4. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah 
di KSPPS BMT HIRA Tanon? 
2. Bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT 
HIRA Tanon? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan 
bermasalah di BMT HIRA Tanon. 
2. Untuk mengetahui bagaimana melakukan penanganan kepada anggota 
pembiayaan  murabahah bermasalah secara efektif. 
 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat 
sebagai berikut. 
1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan 
dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah 
dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan. 
2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
atau masukan yang berkaitan dengan penganan pembiayaan murabahah 
bermasalah. 
3. Bagi pihak pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat 
dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
 
1.7. Jadwal Penelitian 
(Terlampir) 
 
1.8. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam bab ini di bagi menjadi lima bab dengan 
susunan sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, jadwal 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan. 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang waktu dan tempat, jenis penelitian, jenis data, 
sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, dan hasil pembahasan 
hasil analisis data 
BAB V PENUTUP 












2.1. Kajian Teori 
2.1.1. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) 
1. Pengertian BMT (Baitul Maal wat Tamwil) 
Baitul Mal wat Tanwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha 
mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan 
masyarakat menengah (Ridwan, 2006:53). 
Menurut Bekti (2005:24) “Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang 
kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia 
perbankan”. 
Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari 
masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan 
menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman 
oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan 
kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan 
pertanian. 
Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan dan dikelurkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI tahun 2003 
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menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Lembaga 
Keuangan Syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT. 
Karena bersifat mikro, maka lembaga ini sangat bersentuhan langsung 
dengan masyarakat kecil. Oleh karena itu, keberlangsungan lembaga ini berkaitan 
dengan persepsi masyarakat. Hingga kini, tidak semua masyarakat memandang 
BMT sebagai lembaga yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan lembaga 
keuangan lainnya (konvensional) (Sumiyanto,2008: 31). 
Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT  yang beroperasi di 
Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika 
ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola 
BMT untuk “jemput bola”, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi 
keberadaan BMT telah bersifat pasif. Wilayah operasionalnya pun sudah 
mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa 
(puskopsyah, 2014). 
Kegiatan operasional BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah 
(DPS). Fungsi utama DPS yaitu sebagai penasehat, pemberi saran, pemberi fatwa 
kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah 
seperti penetapan produk. Dengan demikian produk yang dikeluarkan oleh BMT 
harus mendapatkan persetujuan dari DPS terlebih dahulu. Selain itu DPS 
berfungsi sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Pengawas Syariah 




Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Pengawas 
Syariah Nasional (DSN). Karenanya fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional 
(DSN) menjadi bagian dari pengawasan syariah oleh DPS. Dengan demikian yang 
paling berwenang dalam merumuskan fatwa mengenai sistem keuangan syariah 
adalah Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN). Sedangkan DPS hanya 
berfungsi sebagau pelaksana atas fatwa tersebut. 
Dalam kegiatan operasionalnya, BMT menggunakan prinsip bagi hasil, 
sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat, dan produk pembiayaan. 
Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola BMT, maka terdapat dua tugas 
penting BMT, yakni terkait dengan pengumpulan dana (tabungan) dan penyaluran 
dana (pembiayaan) (Ridwan, 2005: 126). 
2. Pengumpulan Dana BMT 
Pengumpulan dana BMT dilakukan melalui bentuk simpanan tabungan, 
dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan atas jangka 
waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikan, yaitu:  
a. Simpanan Wadiah, yaitu titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik 
pemiliknya atau anggota dengan mengeluarkan surat berharga 
pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. 
b. Simpanan Mudharabah, yaitu simpanan pemilik dana yang pemnyetoran 
dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati antara dua belah pihak sebelumnya (Alma, 2009: 17) 
3. Penyaluran Dana BMT 
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Yaitu dana yang dikumpulkan dari anggota yang harus disalurkan dalam 
bentuk pinjaman kepada anggota. Pinjaman dana atau pembiayaan merupakan 
suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk 
menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus atau 
kelebihan dana (Alma, 2009:18). 
 
2.1.2. Pengertian  Pembiayaan 
Menurut MS Antonio (2001:160) “Pembiayaan merupakan salah satu 
tugas pokok Bank (BMT), yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk 
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”.Pembiayaan yang 
diberikan oleh BMT berbeda dengan kredit yang diberikan oleh koperasi 
konvensional. Dalam BMT, return atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, 
akan tetapi dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad akad yang tersedia dalam 
BMT.  
Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, perbankan 
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. 
Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi investasi dalam akad Mudharabah 
dan Musyarokah, (2) Transaksi sewa dalam akad Ijarah, (3) Transaksi jual beli 
dalam akad Murabahah, Salam dan Istishna, (4) Transaksi pinjam meminjam 
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dalam akad Qardh, dan (5) Transaksi multi jasa dengan akad Ijarah atau Kafalah, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah 
pembiayaan yang mewajibkan nasabahpembiayaan untuk melunasi hutang atau 
kewajibanya sesuai dengan akad. (Umam, 2011:88). 
Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust), yang berarti 
lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang 
untuk melaksanakan ammanah yang diberikan. Tugas pokok lembaga pembiayaan 
adalah menghimpun dana dari msyarakat dan menyalurkan kembali kepada 
masyarakat yang memerlukanya. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang 
diberikan kepada pihak pengguna dana atau masyarakat berdasarkan pada prinsip 
syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. (Ismail, 2011: 
106). 
 
2.1.3. Pembiayaan Murabahah 
1. Pengertian Murabahah 
Menurut Huda (2010: 43), murabahah adalah suatu penjualan dengan 
harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati, atau 
jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan kentungan yang telah 
disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli pada umunya dapat 
dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). Kedudukan jaminan (dhomman) 
dalam transaksi jual beli hanya sebatas pada penjual, bahwa penjual menjamin 
barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi. 
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Murabahah adalah istilah dalam fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual 
beli tertentu ketika penjual penyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 
barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, 
dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan (Ascarya, 2007: 88). 
Dari definisi dari berbagai pakar di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
murabahah adalah suatu akad jual beli antara pihak  sohibul mal (bank) dengan 
nasabah atas barang terentu dengan nilai penjualan dan margin yang telah 
disepakati bersama.  
2. Dasar Hukum dan Syarat Rukun Murabahah 
a. Dasar Hukum 
1) Al-Qur’an 
a) Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:  
                  
                           
                          
                             
    
Artinya:  
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
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larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya.” 
 
b) Surat An-Nisa’ (4) ayat 29 
                      
                 
        
Artinya: 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling makan 
harta sesamamu secara bathil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka antara kamu. 
Dan janganlah kamu  membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha 
penyayang kepadamu.” 
 
2) Undang-Undang RI 
UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 
ayat 1 d:  
“Kegiatan usaha  bank umum syari’ah meliputi: menyalurkan pembiayaan 
berdasarkan pembiayaan akad murabahah, akad salam, akad istishna, atau 
akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah,” 
 
3) Fatwa DSN Tentang Produk Murabahah (Fatwa DSN No.4/ DSN-
MUI/IV/2000) 
“Bahwa dalam rangka membantu guna melangsungkan dan 
meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari’ah perlu 
memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayar dengan harga lebih sebagai laba.” 
 
b. Syarat dan Rukun Murabahah 
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Menurut mayoritas  (jumhur)  ahli-ahli hukum islam, rukun yang 
membentuk akad murabahah ada empat:  
1) Adanya penjual (Ba’i) 
2) Adanya pembeli (Musytari) 
3) Objek atau barang  yang diperjualnelikan (Mabi’)  
4) Harga nilai jual barang berdasarkan mata uang (Tsaman) 
Sutedi (2009:122) 
Sementara  itu syarat murabahah adalah:    
1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.  
3) Kontrak harus bebas riba.  
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian.  
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 





3. Konsep Pembiayaan Murabahah 
a. Macam-macam pembiayaan Murabahah 
Pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip jual beli terdiri dari 2 
(dua)  jenis, yaitu: 
1) Pembiayaan Murabahah tanpa Wakalah 
Adalah akad murabahah ketika  penjual memasarkan barangnya kepada 
pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan 
yang diinginkan. Skemanya seperti ilustrasi di bawah ini: 










Penjelasan Skema:  
a) Proses pengadaan barang dilakukan sebelum ada transaksi jual beli, 
baik ada pemesan atau tidak. BMT dapat membeli secara tangguh ke 
pemasok, membuat sendiri atau pesan ke produsen.  




b) c) d) e) f) 
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c) BMT dan anggota bernegosiasi atas harga, biaya-biaya, dan sistem 
pembayaran.  
d) BMT dan anggota melaksanakan akad murabahah.  
e) BMT menyerahkan barang ke anggota setelah anggota memenuhi 
persyaratan.  
f) Anggota membayar harga barang sebesar harga beli BMT ditambah 
margin dan biaya-biaya pengadaan sesuai kesepakatan. 
Saat Suharto et.al (2014:46) 
2) Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah 
Adalah BMT atau lembaga keuangan syari’ah melakukan 
pembelian barang setelah ada pemesanan, bentuk murabahah ini 
melibatkan 3 pihak yaitu pihak pemesan, penjual, dan pembeli. 
Skemanya seperti ilustrasi dibawah ini: 






















Penjelasan Skema:  
a) Anggota mengajukan pembiayaan murabahah untuk  pengadaan aset 
tertentu.  
b) Anggota berjanji (wa’d) untuk membeli barang ke BMT. 
c) Anggota dan BMT bernegosiasi atas kualitas barang, harga, biaya-
biaya.  
d) BMT memberi kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli 
barang.  
e) Anggota membeli barang dari pemasok sesuai  kuasa yang diberikan 
BMT. 
f) Pemasok menyerahkan barang ke anggota.  
g) Anggota dan BMTmelaksanakan akad murabahah.  
h) Anggota membayar ke BMT sesuai dengan harga dan sistem 
pembayaran yang telah disepakati. 
Saat Suharto et.al (2014:46) 
b. Manfaat Pembiayaan Murabahah 
Manfaat akad murabahah yaitu menghindarkan kita dari riba. Juga 
tak kalah pentingnya yang mana hal ini merupakan keunggulan dari 
pembiayaan murabahah adalah sistem dan prosedur murabahah yang sangat 
sederhana, hal ini memudahkan penanganan administrasinya di bank 
syari’ah maupun lembaga keuangan syari’ah lainnya seperti BMT (Wiroso, 
2005: 120). 
c. Resiko Pembiayaan Murabahah 
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Diantara kemungkinan risikoyang terjadi dalam pembiayaan 
murabahah adalah sebagai berikut:  
1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.  
2) Fluktuasi harga komparatif, hal ini terjadi apabila harga di pasar naik 
setelah membelikannya untuk nasabah, bank atau BMT tidak bisa 
mengubah harga jual tersebut. 
3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim atau  diterima nasabah bisa saja 
ditolak dengan beberapa alasan. Bisa terjadi kerusakan dalam 
pengiriman, sehingga nasabah menolaknya. Karena itu sebaiknya 
dilindungi oleh asuransi. Kemungkinan lain nasabah merasa barang yang 
diterima tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan (Wiroso, 2005: 
121). 
4. Pembiayaan Bermasalah 
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 
Penyebab pembiayaan bermasalah antara faktor internal dan faktor 
eksternal lebih dominan faktor internal, seperti kedekatan antara anggota 
pembiayaan dan pihak BMT membuat penilaian tidak obyektif dalam 
menganalisa, survei yang di lekukan BMT masih kurang informasinya. 
ekternal : penyelewengan anggota uang yang dipinjam justru diberikan 
kepada orang lain bukan dirinya sendiri yang menggunakan. anggota 
berkarakter buruk. 
Pembiayaan bermasalah / Non Performing Financing  (NPF) adalah 
pembiayaan bermasalah disebut NPF pada bank syariah/NPL pada bank 
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konvensional, menggambarkan situasi dimana persetujuan pengembalian 
kredit mengalami resiko kegagalan bahkan menunjukan kepada bank akan 
mengalami risiko kegagalan (Rifai, 2005:39).  
Pembiayaan bermasalah  adalah  sebagai  penyalur dana yang 
dilakukan lembaga syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran oleh 
nasabah terjadi seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang 
debiturnya  tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan 
tersebut tidak menepati jadwal angsuran hingga memberikan dampak 
negatif bagi kedua belah pihak (Karim. 2010: 260).  
Perhitungan  Non Performing  Financing (NPF) RUMUS:  
Rasio NPF = 
                     
                
 x 100% 
Sumber: Rifai (2005:44)  
Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mana 
menggambarkan situasi akan terjadi resiko kegagalan dalam pengembalian 
kewajiban, bahkan menunjukkan gejala-gejala akan terjadi kegagalan. 
(M.Amin Aziz, 2008:81) Pembiayaan bermasalah setidaknya memenuhi 
salah satu dari kriteria sebagai berikut: 
1) Belum atau tidak mencapai target angsuran pokok maupun 
Margin atau margin yang diinginkan.  
2) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban dalam bentuk 
pembayaran pokok dan/atau  Margin  yang menjadi kewajiban 
anggota yang bersangkutan.  
3) Memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari. 
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b. Landasan Yuridis 
1) Landasan Syar’i (Al Qur’an dan Hadist) 
a) “Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu” (QS 
5:1).  
b) “Sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya” 
(QS 17:34).  
c) “Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka berilah             
tangguh sampai dia berkelapangan.....” (QS 2:280).  
d) “Barang siapa yang mendapati harganya berada pada seseorang 
yang dinyatakan bangkrut atau pada seseorang yang benar-benar 
pailit, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang 
lain” (HR. Jamaah).  
e) “Nyawa seorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-
hutangnya” (Al Hadist). 
2) Landasan Hukum Positif 
Dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
BMT wajib menpunyai keyakinan analisis yang mendalam atas i’tikad 
dan kemampuan serta kesanggupan dari anggota untuk melunasi atau 





c. Kategori Pembiayaan bermasalah 
Penggolongan kualitas pembiayaan menurut SE BI No. 31/10/UPPB 
tanggal 12 November 1998 adalah 5 kategori, menurut Badriah Harun 
(2010:115-116) yaitu: 
1) Lancar 
Adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan Margin maupun 
angsuran pokok, dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. 
Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal 
dan tidak diragukan sama sekali. 
2) Dalam perhatian khusus 
Adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada 
kondisi keuangan atau kelayakan debitur.Hal ini misalnya ditandai 
dengan tren penurunan profit margin dan omset penjualan nasabah yang 
mana berpengaruh terhadap pembayaran angsuran.Perhatian dini dan 
pembicaraan yang intensif dengan debitur diperlukan untuk mengoreksi 
keadaan ini. 
3) Kurang Lancar 
Adalah pembiayaan yang mana pembayaran  Margin  dan 
angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu  karena adanya 
perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan 
manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan, 
atau sangat tidak memadainya agunan. Pada tahap ini belum tampak 
kerugian pada bank. 
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Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka 
kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan 
tepat harus diambil untuk memperkuat bank, antara lain dengan 
mengurangi eksposur bank dan memastikan debitur juga mengambil 
tindakan yang berarti. 
4) Diragukan 
Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai 
diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank, hanya 
saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya.Tindakan yang 
cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian. 
5) Macet 
Adalah pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. 
Bank akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.Dari 
pengkategorian pembiayaan di atas, maka berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, pembiyaan  dibedakan 
menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. 
Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar 
dan perhatian khusus.Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah 
apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. 
d. Penangganan Pembiayaan Bermasalah 
Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisa 
permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan bermasalah pasti ada. 
Hal ini kurang lebih disebabkan oleh 2 faktor, yakni dari pihak bank (faktor 
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internal) kurang teliti dalam menganalisa, atau bahkan dapat pula terjadi 
kerjasama yang tidak jujur antara pihak analis pembiayaan dengan pihak 
debitur sehingga analisanya dilakukan secara subyektif.  
Kemudian unsur yang kedua pihak nasabah (faktor eksternal) yaitu 
kelalaian dari pihak nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, 
yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun 
ketidaksengajaan. 
Menurut Mahmoedin (2010:34) “Faktor intern yaitu segala yang 
mempengaruhi aspek pembiayaan / kredit yang berasal dari dalam lembaga 
keuangan itu sendiri”, yang meliputi: 
1) Peran BMT  
 Peran BMT adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang 
pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Jadi 
peran BMT yaitu manajemen pembiayaan agar bisa beroperasi sesuai 
dengan tujuan BMT, dan meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan. 
2) Itikad nasabah 
 Itikad nasabah adalah keyakinan, kepercayaan atau kemauan yang 
teguh. Maka itikad seorang nasabah harus tinggi untuk bisa memenuhi 





Perencanaan adalah rancangan atau rangka sesuatu yang akan 
dikerjakan. Maka perencanaan adalah sebuah strategi yang dijalankan oleh 
nasabah dalam menggunakan dana pinjaman. 
4) Administrasi nasabah 
 Administrasi nasabah adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan 
dengan  penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Maka 
administrasi nasabah yang berkaitan dengan laporan keuangan, pencatatan 
segala transaksi dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. 
 Faktor ekstern yaitu aspek yang mempengaruhi pembiayaan / kredit 
yang berasal dari luar lembaga keuangan”, yang meliputi: 
1) Musibah 
Musibah adalah kejadian atau peristiwa menyedihkan yang 
menimpa. Peristiwa yang tidak disengaja yang bisa sewaktu-waktu terjadi, 
yang mungkin dapat menghambat kelancaran pembayaran cicilan atau 
pelunasan kredit. 
2) Musim 
Musim adalah waktu tertentu yang bertahan dengan keadaan iklim, 
yang menjadi penyebab kerugian atau hambatan suatu usaha yang 
dijalankan. Namun dalam hal ini iklim bisa diantisipasi dengan adanya 




3) Peraturan Pemerintah 
Peraturan pemerintah adalah aturan-aturan yang dibuat oleh yang 
berkuasa untuk mengatur sesuatu aturan-aturan, petunjuk yang dibuat oleh 
pemerintah.  
Itikad nasabah adalah faktor yang paling dominan, mengapa 
dikatakan demikian karena itikad adalah keyakinan, kepercayaan atau 
kemauan yang teguh.  
Maka itikad nasabah dalam menunaikan hak dan kewajiban 
pembiayaan menentukan baik atau buruknya nasabah itu sendiri yang 
akanberpengaruh terhadap kredit macet.Dalam menangani pembiayaan 
bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang teguh pada pedoman 
pokok penanganan pembiayaan bermasalah yaitu usaha menyelamatkan 
pembiayaan secara maksimal (Mahmoedin, 2010: 35) 
Salah satu upaya penyelamatan pembiayaan melalui jalur non hukum 
adalah restrukturisasi.Restrukturisasi merupakan salah satu upaya untuk 
meminimalisir potensi kerugian yang disebabkan pembiayaan 
bermasalah.Dasar hukum restrukturisasi adalah Surat Direksi Bank 
Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November. Antara lain meliputi: 
1) Rescheduling 
Adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali kewajiban 
nasabah.Resheduling dapat dilakukan untuk kondisi:  
a) Potensi usaha masih cukup bagus.  
b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada.  
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c) Plafon pembiayaan yang tidak berubah. 
Rescheduling dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) Penjadwalan kembali jangka waktu pembayaran.  
b) Perubahan jadwal angsuran.  
c) Pemberian grace periode.  
d) Perubahan jumlah angsuran. 
2) Reconditioning 
Adalah tindakan persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan 
persyaratan yang telah disepakati bersama. Tindakan reconditioning 
dapat dilakukan dalam kondisi: 
a) Potensi usaha masih cukup bagus.  
b) Sarana usaha masih memadai.  
c) Usaha mengalami permasalahan cash flow manajemen.  
d) Plafon pembiayaan tetap.  
Reconditioning dilakukan melalui:  
a) Perubahan jaminan.  
b) Banttuan manajamen. 
3) Restructuring 
Adalah tindakan yang berbentuk penyusunan ulang terhadap 
seluruh kewajiban nasabah. Tindakan restructuring dapat dilakukan 
dalam kondisi: 
a) Potensi usaha masih cukup bagus.  
b) Kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban masih ada. 
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c) Usaha hanya mengalami permasalahan cash flow yang bersifat 
sementara.  
d) Plafon pembiayaan berubah. 
Selain melakukan  tindakan melalui jalur non hukum di atas, 
pendekatan kuratif juga dilakukan ketika pendekatan restrukurisasi tidak 
berhasil. Tindakan kuratif  adalah penyelamatan pembiayaan melalui 
penanganan yang menggunakan pendekatan aspek legal formal. 
Tindakan kuratif meliputi: 
a) Eksekusi 
Jenis-jenis eksekusi yang dapat dilakukan adalah: 
(1) Parate Eksekusi (Non Ligitasi)  
Proses eksekusi jaminan yang dilakukan secara sukarela tanpa 
melalui proses pengadilan. Ada 2 (dua) opsi yang bisa dilakukan, 
yaitu: 
(a) Nasabah  menjual sendiri barang jaminannya dimana Bank atau  
BMT  tetap memegang legalitas jaminan sampai dengan terjadi 
transaksi.  
(b) Nasabah memberi kepercayaan kepada Bank atau BMT  untuk 
menjual barang jaminan. Dan setelah dikurangi kewajiban sisa  
pembayaran, maka sisa uang akan dikembalikan. 
(2) Eksekusi Secara Formal (Ligitasi) 
Adalah proses eksekusi barang jaminan secara paksa melalui 




Adalah tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh asset atau 
kekayaan usaha nasabah dan hasilnya digunakan untuk menyelesaikan 
seluruh kewajiban nasabah pembiayaan bermasalah. 
c) Collection Agent 
Adalah proses penagihan pembiayaan bermasalaha melalui bantuan 
pihak ketiga. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya hal di atas adalah 
dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya pada saat 
mengalami kesulitan dalam mengelola usahanya, yang mengakibatkan 
berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi 
kewajiban pembayaran angsuran.Dengan demikian tindakan di atas 
diharapkan memberi jalan tengah yang terbaik bagi kedua belah pihak 
(Hukumonline, 2012). 
 
2.2. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian – 
penelitian sebelumnya, berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya 
yang mendukung penelitian ini. 
1. Penelitian oleh Daniatu Listianti, Moch Dzulkirom Topowijiyo. Dengan judul 
Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga 
Keuangan Syariah studi kasus pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karang 
Cangkrik Gresik Jawa Timur Periode 2011-2013 dengan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.  Hasil penelitian ini adalah pihak 
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BMT akan melakukan teguran, rescheduling, restructuring, BMT tidak akan 
melakukan penyitaan namun akan melakukan penambahan plafon apabila 
usaha benar-benar bangkrut agar usaha nasabah dapat kembali bangkit dan 
dapat membayar kewajiban kepada BMT. 
2. Penelitian oleh Siti Suryani. Dengan judul Evaluasi Pengendalian Internal Pada 
Pembiyaan Murabahah Sebagai Upaya Untuk Meninimalkan Pembiayaan 
Bermasalah (Studi Kasus pada BMT UGT Sidogiri Bondowoso). Dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan berdesarkan kompenen COSO. Hasil 
dari penelitian dengan menggunakan pendekatan tersebut cukup baik, namum 
tmasih terdapat kelemahan yaitu tidak diadakannya brifing secara rutin antar 
pemimpin dan bawahan sehingga masalah-masalah yang terjadi tidak dapat di 
deteksi sejak dini. 
3. Penelitian oleh Sobirin tahun 2016. Dengan judul Penyelesaian Pembiayaan 
Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Hasil penelitian 
didapat bahwa prosedur pengajuan berjalan dengan baik. Faktor penyebab 
pembiayaan bermasalah meliputi faktor dari dalam merupakan dari pengelola 
BMT yaitu dari latar belakang pengurus BMT yang notabenya alumnus 
pesantren yang sama sekali tidak mengenal ilmu perbankan. faktor anggota 
yang memang tidak beritikad baik, faktor dari luar yaitu ketidaksengajaan yang 
biasanya karna alam. Penyelesaiannya dengan cara mengidentifikasi masalah, 
menetapkan kondisi, tindak penyelesaian atau penyelamatan, melakukan surat 
peringkatan, rescheduling dan reconditioning dan yang terakhir ada penyitaan 










3.1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif  kualitatif, penelitian 
deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran yang 
lebih jelas tantang situasi-situasi sosial (Nasution, 2003:24). Penelitian kualitatif 
yaitu penelitian yang mengedepankan pengumpulan data atau realitas persoalan 
dengan berdasarkan pada pengumpulan data atau realitas persoalan dengan 
berdasarkan pada penggungkapan apa-apa.  
Jenis penelitian yang digunakan penelitian adalah penelitian yang telah 
dieksplorasikan atau yang diungkapkan oleh para informan dari data yang telah 
dikumpulkan dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dengan kata lain 
metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati 
(Moleong, 2004:3). Dalam penelitian ini, fokusnya adalah penggambaran secara 
menyeluruh tentang penanganan pembiayaan bermasalah Murabahah di KSPPS 
BMT HIRA Tanon.  
 
3.2. Data dan Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 




Adalah data yang diperoleh secara langsung dari BMT tersebut yaitu 
data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di BMT. Hasil 
wawancara tersebut disajikan dalam bentuk narasi atau uraian tulisan. Sumber 
data primer adalah dari Manager BMT, marketing financing, anggota 
pembiayaan.  
Manager merupakan informan yang bertanggung jawan atas 
operasional dari KSPPS BMT HIRA Tanon, marketing financing adalah 
pagawai yang berhubungan langsung dengan calon nasabah atau anggota, dan 
nasabah atau anggota merupakan informan yang telah melaksanakan 
pembiayaan, anggota yang diwawancarai berjumlah sepuluh orang yang 
mewakili dari pembiayaan lancar dan pembiayaan bermasalah. 
Dari pembiayaan lancar dapat diperoleh sumber informasi menganai 
apakah pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA Tanon tersebut mudah 
dan membantu dalam perekonomian ada lima anggota pembiayaan lancar 
yang penulis wawancarai. 
Selanjutnya untuk anggota pembiayaan bermasalah ada lima orang 
anggota, yang dapat memberikan informasi mengenai sebab apakah 
pembiayaan murbahah tersebut bermasalah, permasalahan seperti apa yang 
sebenarnya dialami oleh anggota. 
2. Data Sekunder 
Adalah data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung 
melalui media perantara (diperoleh dan dicacatat oleh pihak lain). Umunya 
berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersususun dalam arsip 
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(data dokumenter) yang diplublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur 
dkk, 2002:147).  Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari akad-
akad pembiayaan murabahah, dan formulir pembiayaan di KSPPS BMT 
HIRA Tanon. 
 
3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad 
murabahah yang sudah  di lakukan di KSPPS BMT Hira Tanon dan mengunjungi 
rumah anggota pembiayaan KSPPS BMT HIRA Tanon, pada bulan Oktober – 
Desember 2016. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang 
relevan dengan topic penelitian melalui cara: 
1. Observasi  
Metode Observasi adalah pengamatan data pencatatan secara teliti dan 
sistematis atas fenomena atau gejala-gejala yang sedang diteliti. Dalam 
penelitian ini observasi dilakukan di KSPPS BMT HIRA Tanon dan ketika 
peneliti mengunjungi anggota pembiayaan. Tujuan dari observasi ini adalah 
untuk melihat bagaimana kinerja KSPPS BMT HIRA Tanon dan karakter 




2. Wawancara (Interview) 
Adalah salah satu cara pengumpulan informasi dengan melakukan 
Tanya jawab secara bertatap muka dengan responden. (soeratno dkk, 
1993:83-86). Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
penanganan pembiayaan bermasalah murabahah yang ada di BMT HIRA 
Tanon. 
3. Dokumentasi  
Merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 
menggunakan dokumen yang tersedia sebagai sumber informasi. Adapun 
formulir pembiayaan murabahah, akad pembiayaan murabahah dan data 
pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA Tanon. 
4. Studi Kepustakaan 
Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber 
pustaka yaitu buku, jurnal, dan literature ilmiah lain yang berisi KSPPS BMT, 
Murabahah, dan analisa penanganan pembiayaan bermasalah murabahah serta 
teori-teori yang berkaitan tentang penelitian ini. 
 
3.5. Teknis Analisis Data 
Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono 
(2009:430), Menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Lebih lanjut 
menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2009:430-
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438), untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut : 
1. Mengumpulkan informasi atau catatan lapangan melalui wawancara 
dokumentasi dan observasi secara langsung. 
2. Reduksi data, langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting 
atau sesuai, informasi penting dalam penelitian ini adalah wawancara 
dengan para informan yang telah dipilih dan berbagai data dari BMT 
HIRA Tanon meliputi perkembangan NPF, formulir pembiayaan dan 
akad pembiayaan. 
3. Penyajian data, setelah informasi dipilih maka dapat disajikan dalam 
bentuk tabel ataupun uraian penjelasan. Data yang disajikan berbentuk 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Sajian data ini 
mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai 
pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan 
deskripsi mengenai kondisi yang terperinci untuk menceritakan dan 
menjawab setiap permasalahan yang ada. 
4. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah proses pengumpulan 
data selesai, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan semua 





Dalam penelitian kualitatif terhadap beberapa cara yang digunakan untuk 
mengembangkan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 
keabsahan data dengan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 
2007 : 330).  
Dalam kata lain trianggulasi berarti membandingkan dan mengecek derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat dalam metode 
kualitatif. (Patton dalamMoleong2007 : 330). Teknik yang digunakan oleh 
peneliti dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber, yakni data-data yang 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. Profil BMT HIRA 
Identitas Lembaga 
Nama  : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 
HIRA                            ( KSPPS HIRA ) 
Berdiri  : Tanggal 03 November 1996 
Badan Hukum : 030.a/BH/PAD/KWK.11.026/III/2016 Tanggal 21 Maret   
2016 
TDUP  : 72/11.14/TDUP/111/1999 
TDP Kop : 11.14.26400132 
SIUP  : 517/804/29/2011  
NPWP  : 1.881.426.9-529 
Alamat : Jalan Raya Gabugan - Gemolong Km. 0,2. Pantirejo, 
Desa Gabugan, Kec. Tanon, Kab. Sragen, 
PropinsiJawaTengah. Kode Pos 57277 
Telp  : 0271 5890987 / 0271 892795  
e-mail  : bmt_hira@yahoo.co.id 




1. Visi dan Misi BMT Hira 
Dalam langka melanjutkan keberlangsungan operasi BMT serta untuk 
mengatasi permasalahan dan tantangan yang di hadapi BMT di masa depan, 
maka dirumuskan visi dan misi BMT sebagai gambaran cita-cita, serta 
harapan yang ingin diwujudkan. 
2. Motto  : 
“Mitra Tepat Bermuamalat” 
3. Visi      : 
“Menjadi LembagaKeuangan Syari’ah Terbaik dalam Maslahat dan 
Manfaat serta terpercaya dalam muamalah sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraan ummat”. 
4. Misi     : 
a. Menjalankan usaha produktif dengan komitmen layanan prima dalam 
kemitraan yang adil dan amanah sesuai prinsip syari’ah. 
b. Menyediakan dan melayani produk dan layanan jasa keuangan syari’ah 
berlandaskan teknologi informasi secara efektif dan efisien. 
c. Membangun sumber daya manusia yang mampu memaduka kecerdasan 
intelektual, kecerdasa emosional dan kecerdasan spiritual. 
d. Menjadi lembaga intermediasi sumber daya keuangan denga sumber 
daya manusia dalam kerangka membangun masyarakat madani. 





4.1.2. Stuktur Pengelola 
















4.1.3. Alamat BMT HIRA 
Alamat Kantor Pusat 
Jalan Raya Gabugan - Gemolong Km. 0,2. Pantirejo, Desa Gabugan, Kec. 
Tanon, Kab. Sragen, PropinsiJawaTengah. Kode Pos 57277 
Telp  : 0271 5890987 / 0271 892795 
e-mail  : bmt_hira@yahoo.co.id 














1. Gondang, Kios Perhutani no.4-5, Gondang, Telp. 0271 7889965 
2. Tangen Jl. Tangen – Sragen Km.0,5 Tangen, Telp. 0271 5875631 
3. Sambungmacan Jl. Raya Timur, Km 15, Banaran, Telp. 0271 2360082 
4. Miri, Pertigaan Seneng, Girimargo, Miri, Telp. 085100360092 
5. Sumber Lawang Jl. Solo – Purwodadi Km. 29, Sumber Lawang, 0271 
2360098 
6. Masaran Jl. Jiparan – Nguwer Km.0,1 Masaran, 0271 5866053 
7. Gemolong, Kios Pasar No.38 Gemolong, Telp 0271 6811996 
8. Karang Malang Jl. Sragen – Kedawung Km.3, Karang Malang, Telp 
0271 791926 
9. Sragen Jl. Kartini No.24 Mojosari, Sragen, Telp. 0271 890876 
10. Sidoharjo Jl. Pungkruk – Gabungan Km.3 Tarakam, Telp. 0271 
892795 
11. Plupuh Jl. Plupuh – Mojosongo Km.0,5 Telp. 0271 2002410 
12. Sukodono Jl. Pojok – Tanon Km.05 Telp. 0271 5877668 
13. Tanon Jl. Gabugan – Gemolong Km.0,2 Telp. 0271 5890987 
 
4.1.4. Produk dan Jasa yang ditawarkan 
Produk dan Jasa yang ditawarkan di BMT Hira antara lain : 
1. Simpanan 
a. Sirela (Simpanan Sukarela) 
Simpanan yang penyetoran dan penarikanya dapat dilakukan setiap 
saat selama jam buka BMT . Manfaat : Aman dan barakah, Bonus yang 
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kompetitif, Mudah dalam aplikasi, Mudah dalam menyalurkan zakat, 
infaq dan sadaqah.Ketentuan : Berdasarkan prinsip dengan akad 
Wadiah Yad Dhamanah, Minimal setoran awal Rp. 20.000,-, Minimal 
setoran berikutnya Rp. 5.000,-, Saldo minimal Rp.10.000,-, Biaya tutup 
rekening Rp. 5.000,-. Persyaratan : Kartu identitas (KTP/SIM). 
b. Siska 
Simpanan untuk investasi dengan jangka waktu tertentu 
yang dikelola dengan sistem syariah. Manfaat : Aman, Bagi hasil yang 
kompetitif, Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan. Ketentuan : 
Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah, 
Pilihan jangka waktu: 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan, Setoran 
investasi minimal Rp. 1.000.000,-, Dapat dicairkan pada saat jatuh 
tempo, Bebas biaya materai. 
c. Simerdeka 
Simpanan investasi untuk merencanakan masa depan dengan 
jangka waktu tertentu yang dikelola dengan sistem syariah. Ketentuan : 
Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah, 
Periode  simpanan 5 s.d 20 tahun, Setoran bulanan minimal Rp. 
25.000,-, Tidak dapat menerima setoran diluar setoran bulanan, Jumlah 
setoran bulanan dan periode jangka waktu simpanan, tidak dapat 
diubah, Saldo simpanan tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. 
2. Pembiayaan 
BMT Hira memberikan pembiayaan dalam bentuk:  
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a. Pembiayaan modal kerja seperti membeli barang dagangan, bahan  
baku, dan barang modal kerja lainnya.  
b. Pembiayaan investasi seperti untuk membeli mesin, alat-alat, sarana 
transportasi, sewa tempat usaha lainnya. 
c. Pembiayaan konsumtif seperti membangun atau memperbaiki rumah, 
membeli alat-alat elektronik dan lainnya.  
Adapun akad-akad pembiayaan yang digunakan oleh BMT hira 
adalah: 
a. Mudharabah (Margin) 
Secara terminologi,  istilah  mudharabah adalah sebuah prinsip 
dimana pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pekerja agar 
berniaga dengan harta tersebut, dimana keuntungan dapat dibagi di 
antara kedua pihak yang terlibat sesuai presentase yang telah disepakati 
sebelumnya.  
Sekarang prinsip mudharabah dapat diimplementasikan dalam 
lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah kontemporer.Hampir 
semua lembaga keuangan syari’ah kontemporer juga menggunakan 
prinsip ini sebagai salah satu prinsip operasional yakni prinsip Margin. 
Di BMT, prinsip mudharabah ini digunakan sebagai salah satu 
prinsip operasional. Secara operasional, prinsip mudharabah di BMT 
syari’ah diartikan  sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara 
pemilik modal dan pengusaha (mudharib)  dengan ketentuan pihak 
pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal 
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dengan dasar Margin keuntungan. Dengan untung rugi yang dibagi 
bersama. 
b. Murabahah (Jual Beli) 
Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang 
berdasarkan jual beli, dimana pihak BMT membiayai (membelikan) 
kebutuhan barang/ investasi  anggota dan menjual kembali kepada  
anggota ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dari 
anggota dilakukan dengan cara angsur dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan.  
Pada perjanjian murabahah, BMT membiayai pembelian barang 
yang dibutuhkan oleh anggotanya dengan membeli barang itu dari 
pemasok, dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang 
ditambah keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang kepada 
anggota dilakukan atas dasar  cost-plus profit. 
c. Al-Ijarah (Sewa) 
Pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 
upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam 
praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk 
kegiatan  operating lease maupun financial lease. Dalam konteks 
lembaga keuangan syariah, ijarah adalah lease contract dimana suatu 
lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu 





Hiwalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang 
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi 
perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. 
Dalam istilah ulama, hiwalah adalah pemindahan beban hutang 
dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal 
‘alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). 
 
4.2. Hasil Penelitian 
4.2.1. Prosedur pembiayaan Murabahah di BMT Hira Tanon 
Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara 
berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan Ibu Umi Purwandari, A.Md( 
ManajerCabang) dan Ibu Ramita Rahmawati (Marketing Financing) prosedur 




















Sumber : BMT HIRA 
Keterangan: 
1. Prosedur pembiayaan di BMT HIRA Tanon khususnya pembiayaan 
Murabahah yaitu, calon anggota datang langsung ke BMT dengan membawa 
seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BMT HIRA tersebut, yaitu: 
a. Menjadi anggota BMT 
Menjadi anggota/nasabah BMT 
Melengkapi seluruh persyaratan 
Mengajukan permohonan 
Mempunyai penghasilan 






Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah, calon anggota 
di haruskan untuk menjadi anggota BMT HITA. Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah pihak BMT maupun anggota pada saat melakukan 
pembayaran atau angsuran pembiayaan 
b. Fotocopy KTP Suami dan Istri 
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan 
status. Karena pada saat menjadi anggota BMT, data di BMT harus sama 
dengan data yang ada di KTP. Sehingga KTP merupakan syarat yang harus 
ada pada saat mengajukan pembiayaan di BMT HIRA. 
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah 
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni 
memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh 
data yang ada dalam KTP, sehingga KK dibutuhkan untuk lebih 
memperkuat data yang ada dalam KTP. 
d. Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir. 
e. Slip gaji terkhir (untuk pegawai atau karyawan) 
Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan 
menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak BMT akan dapat melihat 
kemampuan (capacity) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap 
bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, 
cukup menunjukkan data usahanya. 
f. Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah) 
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Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengatahui jaminan seperti apa 
yang akan dijadikan anggunan di BMT. Untuk sertifikat tanah harus jelas 
kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan 
untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan 
kendaraan yang akan dijadikan anggunan. 
2. Mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah 
Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan murabahah yang 
didalamnya mencakup data pemobon, rencana penggunaan dana pembiayaan, 
data keuangan (untuk karyawan dan pegawai), data usaha, dan kolom 
referensi. 
3. Mempunyai penghasilan 
Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan jual beli maka anggota 
pembiayaan Murabahah di BMT HIRA harus mempunyai penghasilan, 
dengan mempunyai penghasilan anggota akan dapat mengangsur atau 
melunasi pembiayaan yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah 
ditentukan diawal perjanjian. 
4. Memiliki karakter yang baik 
Karakter merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam 
pemberian pembiayaan Murabahah, sehingga anggota harus memiliki 
karakter yang baik untuk memperoleh pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA. Semakin baik karakter anggota, maka kemungkinan pembiayaan 
bermasalah akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya apabila karakter 
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anggota kurang baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah atau macet 
atau akan semakin besar. 
5. Survey 
Survey adalah salah satu prosedur pembiayaan Murabahah, dimana 
pihak BMT khususnya bagian Marketing Financing melakukan pendekatan 
pada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan 
wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, 
lingkungan, dan latar belakang anggota. Terkadang pihak BMT mendatangi 
kantor tempat calon anggota bekerja (karyawan atau pegawai) untuk 
mengetahui karakter dan latar belakang anggota. 
6. Komite Pembiayaan 
Sebelum anggota memperoleh pembiayaan Murabahah di BMT, pihak 
BMT harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di 
Pusat. 
7. Pencairan dana 
Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak BMT 
dapat mencairkan dana pembiayaan. Pada BMT HIRA biasanya tidak hanya 
mengunakan akad Murabahah, yakni dapat juga mengunakan akad Wakalah 
terlebih dahulu. Terjadi akad Wakalah apabila pihak BMT tidak dapat 
membelikan barang yang dibutuhkan oleh anggota, sehingga pihak BMT 
harus mewakilkan kepada anggota untuk membelikan sendiri dan hanya 
menyerahkan nota pembelian barang tersebut ke BMT.  
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Dari hasil wawancara dengan kesepuluh anggota pembiayaan dari 
bulan oktober sampai november tersebut diperoleh hasil bahwa mereka 
sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh BMT HIRA Tanon yaitu 
prosedur dalam pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA 
Tanon mereka juga mengatakan bahwa prsedur tersebut sangat mudah, 
prosedur tersebut tidak memberatkan mereka, hal itu menjadi pertimbangan 
anggota dalam mengajukan pembiayaan di BMT HIRA Tanon. 
4.2.2. NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2013 - 2015 
Tabel 4.1 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2013 
N
o Kolektibilitas Debitur Pembiayaan 
Porsi (%) 
1 Lancar 1.735 Rp. 18.961.207.055 82.7% 
3 Kurang lancar 325 Rp. 1.101.129.782 4.9% 
4 Diragukan 187 Rp. 666.951.584 2.9 % 
5 Macet 349 Rp. 2.189.818.465 9.5 % 
 Total 2.596 Rp. 22.919.108.899 100% 
 
Pembiayaan lancar  = Rp. 18.961.207.055 
Outstanding  = Pembiayaan Lancar + Total NPF 
   = Rp. 18.961.207.055 + Rp. 3.957.901.844 
   = Rp. 22.919.108.899 
NPF 2013  = 
              
           
 
   = 
                       
                 
 
   = 17,3% 
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Pada tahun 2013 NPF pada BMT HIRAyaitu sebesarRp. 3.957.901.844 
atau 17,3%. Menurut wawancara dengan Ibu Ramita Hal tersebut disebabkan 
dengan kenaikan harga BBM yang memicu pada omzet penjualan para anggota 
serta mahalnya barang-barang kebutuhan penjualan dan penurunan jumlah 
konsumen.Maka pembayaran pembiayaan mengalami penurunan kemampuan 
pembayaran. 
Tabel 4.2 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2014 
N
o Kolektibilitas Debitur Pembiayaan 
Porsi (%) 
1 Lancar 1.862 Rp. 19.814.661.430 73.4 % 
3 Kurang lancar 303 Rp. 982.657.780 3,6 % 
4 Diragukan 322 Rp. 1.364.158.419 5.2 % 
5 Macet 495 Rp. 4.812.480.929 17.8 % 
 Total 2.982 Rp. 26.973.960.572 100% 
 
Pembiayaan lancar  = Rp. 19.814.661.430 
Outstanding  = Pembiayaan Lancar + Total NPF 
   = Rp. 19.814.661.430+ 7.159.299.142 
   = Rp. 26.973.960.572 
NPF 2014  = 
              
           
 
   = 
                       
                 
 
   = 26,6% 
 
Pada tahun 2014 NPF pada BMT HIRAtidak mengalami penurunan justru 
meningka menjadi   26,6%   dengan   jumlah   pembiayaan   yang   macet   sebesar   
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Rp. 4.812.480.929 atau 17.8%. Pada persentase tersebut BMT HIRA mengalami 
kenaikan dari tahun 2013 dengan bertambahnya NPF sebesar 9.3%. NPF yang 
semakin besar itu harus menjadi perhatian khusus untuk BMT. 
Adapun penyebabnya menurut wawancara dengan Ibu Ramita adalah 
BMT HIRA melempar dana pembiayaannya ke pedagang seperti bengkel, toko 
ATK, home industri seperti konveksi. Ternyata ada sebagian usaha-usaha tersebut 
kurang efektif yang disebabkan oleh pembeli yang sepi maka terjadileh penurunan 
pendapatan anggota. 
Tabel 4.3 
Perkembangan NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2015 
N
o Kolektibilitas Debitur Pembiayaan 
Porsi (%) 
1 Lancar 2.017 Rp. 22.995.231.390 73.9 % 
3 Kurang lancar 347 Rp. 1.391.799.683 4.5 % 
4 Diragukan 264 Rp. 774.296.970 2.5 % 
5 Macet 582 Rp. 5.943.188.123 19.1 % 
 Total 3.210 Rp. 31.104.518.181 100% 
 
Pembiayaan lancar  = Rp. 22.995.231.390 
Outstanding  = Pembiayaan Lancar + Total NPF 
   = Rp. 22.995.231.390 + 8.109.286.791 
   = Rp. 31.104.518.181 
NPF 2015  = 
              
           
 
   = 
                       
                 
 




Pada tahun 2015 NPF mengalami penurunan sebesar 0.5% yaitu menjadi 
26.1%. Hasil tersebut cukup bagus untuk kinerja BMT HIRA dalam 
meminimalisir pembiayaan  bermasalah.  Namun pada persentase tersebut,  BMT 
HIRA mengalami kenaikan di 2014 dari nilai NPF 2013 17.3% menjadi 26.6% 
mengalami kenaikan sebesar 9.3% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan 
dari tahun 2014 sebesar 0.5% bukanlah jumlah yang sudah baik, melainkan harus 
lebih diturunkan lagi demi kelancaran kegiatan pembiayaan. 
Menurut wawancara dengan Ibu Ramita Salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yaitu 
banyaknya persaingan antar pedagang sehingga keuntungan yang didapat 
pedagang lebih sedikit guna menarik pembeli selain itu adapun pembiayaan untuk 
pertanian mengalami kerugian yang disebabkan oleh bencana alam sempat terjadi 
banjir. Oleh karena itu, pembayaran pembiayaan mengalami penurunan 
kemampuan membayar yang diakibatkan kecilnya pendapatan anggota. 
 
4.2.3. Faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah di BMTHIRA 
Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan 
diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang 
merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga 
pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya 
pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian. 
Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh suatu BMT berarti 
secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi BMT itu sendiri. Hal 
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tersebut karena penghasilan BMT yang utama adalah dari bagi hasil dan margin 
(keuntungan dari jual beli) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang 
diberikannya. Jangan dilupakan bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut 
sebagian berasal dari simpanan masyarakat baik yang berbentuk giro, tabungan 
maupun deposito. 
Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT HIRA baik yang digunakan untuk 
modal kerja maupun untuk kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan 
pengembalian oleh para anggota sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. 
Menurut Manajer Cabang Ibu Umi dan marketing financing Ibu Ramita ada 
beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah pada 
BMT HIRA, diantaranya adalah: 
1. Faktor intern: 
 
a. Petugas 
Dalam hal ini factor yang dapat disebabkan oleh karakter dan kemampuan 
petugas (Account Officer) dalam menganalisa calon anggota kurang baik 
atau cermat, dikarenakan kedekatan dengan anggota atau juga ketidak 
mampuan account officer menganalisis secara baik karakter usaha dan 
karakter anggota.Sehingga, analisa yang disajikan tidak akurat. 
b. Sistem 
Dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran pembiayaan yang ada 
kalanya dilanggar sehingga memotong jalur prosedur yang telah dibuat. 
Faktor system juga berkaitan dengan monitoring yang kurang  intensif dari 
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account officer, sehingga pembiayaan yang kurang lancar tidak terdeteksi 
sejak dini. 
Dalam hal ini manajemen BMT HIRA sangat menekankan kepada 
para petugas untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah,  dengan 
melakukan training setiap bulannya agar dapat lebih akurat dalam 
menganalisa pembiayaan. Selain itu, BMT HIRA menekankan pada petugas 
untuk tidak menerima imbalan apapun dari anggota yang dapat menciptakan 
kedekatan hubungan  antara petugas dan anggota. 
2. Faktorekstern 
a. Kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun atau mengalami 
kerugian. 
b. Adanya I’tikad yang kurang baik dari anggota dalam hal pembayaran 
kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan 
berkembang, namun kewajiban diabaikan. 
c. Anggota kurang mampu mengelola usahanya. Pada saat mengajukan 
pembiayaan calon anggota selalu optimis akan kemajuan usahanya dan 
selalu menjelaskan prospek usahanya, tetapi setelah dana itu direalisasikan 
yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara kerja yang diberikan dengan 
realitas  dilapangan bahkan anggota tidak mau memberikan perkembangan 
hasil usahanya. 
d. Bencana alam. Pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh 
bencana alam yang menerjang usaha anggota seperti banjir, angin rebut 
dan serangan hama. Sehingga usaha anggota menjadi terganggu dan tidak 
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dapat lagi melanjutkan usahanya yang berimplikasi terhadap 
ketidakmampuan anggota mengembalikan dana yang telah diberikan oleh 
BMTHIRA. Kedua factor ini sama-sama mendominasi terjadinya 
pembiayaan bermasalah di BMT HIRA tanon. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak 
Slamet dan Ibu Santi pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016 di peroleh hasil 
mereka mengalami musibah di tengah berlangsungnya perjanjian pembiayaan, 
musibah yang menimpa Bapak Slamet pertanianya beberapa kali gagal panen 
sedangkan Ibu Santi mendapat musibah dengan masalah keuangan di keluarganya, 
akan tetapi mereka tetap berusaha melunasi pembiayaan kepada KSPPS BMT 
HIRA Tanon. 
Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan 
anggota pembiayaan yang bernama Bapak Amirudin Narimo pada hari minggu 
tanggal 13 november 2016 yang mengatakan bahwa awal proses pengajuan 
pembiayaan di BMT HIRA dibantu oleh salah satu temannya yang bekerja di 
BMT HIRA segala prosesnya dipercepat karena adanya kedekatan dengan salah 
satu pegawai yang tidak disebutkan namanya. 
Selanjutnya menurut obsevasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 
informan anggota pembiayaan yang bernama Ibu Tri Ayumni pada hari minggu 
tanggal 6 november 2016 mengatakan bahwa ketika pengajuan pembiayaan untuk 
menambah modal kerja pihak BMT yang mengunjunginya adalah kerabatnya 
sendiri yang bekerja di BMT. 
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Kunjungan tersebut hanya untuk  silaturahmi saja karena sebenernya  Letak 
toko Ibu Tri Ayumni tidak strategis dikarenakan jarak seratus meter dari toko Ibu 
Tri ada toko yang telah berdiri sejak lama dan toko tersebut sangat ramai pembeli. 
Jika kunjungan dari BMT tidak hanya sebagai formalitas maka kemungkinan 
pembiayaan untuk Ibu Tri Ayumni akan dipertimbangkan lebih matang mengingat 
prospek usaha yang kurang meyakinkan dan pada akhirnya yang terjadi toko Ibu 
Tri Ayumni sepi pembeli karena letaknya yang tidak strategis. 
Berikutnya peneliti menemukan hasil tentang itikad anggota pembiayaan 
yakni melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Ikhsani pada hari sabtu 
tanggal 29 oktober 2016.  Bapak Ikhsani  sering lupa dalam pembayaran angsuran 
pembiayaan dan terkadang enggan untuk pergi ke BMT untuk membayar hal ini 
yang menyebabkan menunggaknya angsuran tersebut, disini menunjukkan adanya 
rasa kurang bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran kepada BMT padahal 
Bapak Ikhsani tidak mengalami masalah keuangan dalam rumah tangganya. 
 
4.2.4. Usaha-usaha Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di 
BMTHIRA 
Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT HIRA dalam 
menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari tahapan- tahapan, 
diantaranya adalah: 
1. Melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuuk mengetahui 
kondisi sebenarnya dari anggota. Membicarakan dengan baik penyebab dan 
solusi permasalahan angsuran pembiayaan. 
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2. Penagihan secara intensif. 
Merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke anggota. 
BMT menghubungi anggota dan menggunakan pendekatan persuasif atau 
secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian 
pembiayaannya. 
a. Peringatan kepada anggota pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali.  
b. Pemanggilan dan mendiskusikan kepada anggota terkait dengan 
pembiayaan bermasalah.  
c. Mendatangi rumah anggota tersebut. 
3. Teguran 
Hal ini dilakukan sebelum jatuh tempo (1 minggu) untuk mengingatkan 
kepada para anggota bahwa pinjaman akan selesai. Secara garis besar, 
pemberian SP dilakukan berurutan dimana jenis SP1 berlaku setelah 1 (satu) 
bulan setelah jatuh tempo. 
Namun jika dalam perjalanan tidak ada respon yang dilakukan kembali 
maka tingkatan SP dapat diberikan (jika sebelumnya SP1 maka diberikan SP2 
dengan tempo/jarak 1 bulan atas kesalahan yang dilakukan atau tidak ada 
respon dari anggota). 
 Setelah SP2 diberikan SP3 dengan tempo/jarak juga 1 bulan atau Surat 
Peringatan Terakhir dimana jika dalam masa waktu yang ditentukan untuk 
melakukan upaya perubahan/perbaikan untuk melunasi tetapi apabila tidak 
ada respon dari anggota, BMT memberi berita acara lelang jaminan kepada 
anggota. Tapi itu Cuma sebatas gertakan, selama ini pihak BMT belum 
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pernah sampai menarik atau mengambil jaminan melainkan hanya untuk 
menakut-nakuti anggota agar mau membayar angsuran pembiayaan/melunasi. 
4. Rescheduling (penjadwalan ulang) 
a. Memperpanjang jangka waktupembiayaan 
Dalam hal ini anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 
pembiayaan misalnya perpanjangan  jangka waktu dari enam bulan 
menjadi satu tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk 
mengembalikannya. Sekitar 4% dari presentasi dari NPF, menurut 
wawancara dengan Ibu Ramita marketing financing. 
b. Memperpanjang jangka waktuangsuran 
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. 
Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, 
misalnya dari 56 kali menjadi 70 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran 
pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Yang 
terjadi sekitar 3% dari presentasi dari NPF menurut wawancara dengan 
marketing financing BMT HIRA Ibu Ramita. 
5. Restructuring 
Artinya pihak BMT HIRA memberikan tambahan jumlah kredit kepada 
nasabah untuk memperbaiki usahanya ketika nasabah tersebut mulai 
bermasalah dalam angsuran. Yang terjadi Sekitar 2% dari presentasi dari NPF 
menurut wawancara dengan marketing financing BMT HIRA Ibu Ramita. 
6. Penghapusan hutang (WriteOff) 
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Sekitar 1% dari presentasi dari NPF menurut wawancara dengan marketing 
financing BMT HIRA Ibu Ramita, dengan nominal 1juta sampai 5juta dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku di BMT. Ketentuanya berupa: 
a. Hapus sistem: Usaha mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi masih 
mampu untukmencicil. 
b. Hapus sistem dan tagih: Usaha bangkrut serta menjadi fakir miskin dan 
tidak mampu untuk membayar dan anggota yang kabur. 
Dari hasil wawancara dan penjelasan yang diperoleh dari pihak KSPPS BMT 
HIRA Tanon mengenai usaha yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan 
bermasalah murabahah, hal ini lebih diperkuat dengan wawancara yang dilakukan 
peneliti kepada beberapa anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT HIRA 
Tanon. 
Dari hasil wawancara kepada sepuluh anggota pembiayaan tersebut, diperoleh 
hasil bahwa mereka menyetakan benar usaha yang dilakukan KSPPS BMT HIRA 
Tanon sesuai dengan yang telah peneliti lakukan wawancara dengan KSPPS BMT 
HIRA Tanon. 
Hasil wawancara dengan anggota pembiayaan Bapak Paryanto, Bapak Sarno 
dan Ibu Yani pada hari sabtu tanggal 22 oktober 2016, Bapak Lulus Widodo dan 
Ibu Suminem pada hari sabtu tanggal 29 oktober 2016, di peroleh hasil walaupun 
kelima anggota pembiayaan ini tidak mengalami masalah angsuran tapi mereka 
mendapat penjelasan bahwa akan ada tindakan tersebut jika terjadi pembiayaan 
yang mulai bermalah.  
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Hasil wawancara yang peneliti temukan dari obsevasi dan wawancara kepada 
Bapak Amurudin Narimo pada hari minggu tanggal 13 november 2016, Bapak 
Slamet, Bapak Ikhsani, dan Ibu Santi Handayani pada hari sabtu tanggal 29 
oktober 2016. Ibu Tri Ayumni pada hari minggu tanggal 6 november 2016, di 
peroleh hasil bahwa mereka mendapat teguran, perpanjangan waktu pembiayaan, 
dan penagihan secara intensif jika mulai menunggak dalam mengangsur.  
4.3. Pembahasan 
Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada 
pihak lain atau masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pengawasan pembiayaan 
pada lembaga keuangan syariah juga sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk 
mengamati, mengendalikan dana, meluruskan pelaksanaan pembiayaan, sehingga 
akan dapat diketahui apakah persyaratan pembiayaan sebagai landasan dari 
persetujuan pembiayaan. 
Pada lembaga keuangan syariah, Murabahah merupakan suatu penjualan 
dengan harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang sudah 
disepakati, atau jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan 
kentungan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Transaksi jual beli 
pada umunya dapat dijelaskan mengenai unsur jaminan (dhomman). Kedudukan 
jaminan (dhomman) dalam transaksi jual beli hanya sebatas pada penjual, bahwa 
penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi. 
Pembiayaan Murabahah di BMT terdapat unsur jaminan yang memiliki 
kedudukan penting, dimana jaminan merupakan suatu keharusan agar anggota 
serius dengan pembiayaannya.Ditinjau dari jenisnya, jaminan dibagi menjadi dua 
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jenis yaitu jaminan kebendaan atas barang bergerak dan jaminan kebendaan atas 
barang tidak bergerak.  
Kemudian di dalam penelitian ini penulis temukan bahwa dalam 
pembiayaan murabahah terdapat dua factor yang menyebabkan pembiayaan 
tersebut bermasalah, Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan 
murabahah bermasalah di BMT HIRA ada 2 faktor yaitu faktor internal dan 
eksternal.  
Pertama, Faktor intern dibagi menjadi dua penyebab yaitu Petugas, dalam 
hal ini faktor yang disebabkan oleh karakter dan kemampuan petugas (Account 
Officer) dalam menganalisa calon anggota kurang baik atau kurang cermat hal ini 
di sebabkan karena adanya kedekatan antara pengurus BMT dengan anggota 
sehingga menyebabkan rasa tidak enak untuk  menolak dalam merealisasikan 
pembiayaan, kedua Sistem dalam hal ini, sistem dan prosedur penyaluran 
pembiayaan yang ada kalanya  dilanggar  sehingga  memotong  jalur  prosedur  
yang  telah dibuat.  
Kedua, Faktor ekstern ini disebabkan oleh kondisi usaha anggota 
pembiayaan yang sedang menurun, adanya I’tikad yang kurang baik dari anggota, 
anggota kurang mampu mengelola usahanya. Pembiayaan bermasalah timbul 
karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha anggota seperti 
banjir, hama dan sebagainya. 
Kenyataan yang terjadi menurut observasi dan wawancara yang peneliti 
lakukan menunjukkan bahwa survey kurang tepat karena seharusnya survey 
dilakukan tanpa memandang latar belakang anggota seperti halnya kedekatan 
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dengan pengurus BMT yang seharusnya hal-hal ini tidak mempengaruhi hasil 
survey sehingga dapat dijadikan data yang valid. 
Ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan operasional pemberian 
pembiayaan murabahah para pengurus BMT HIRA Tanon kurang profesional. 
Karena dengan menjalankan survey anggota secara profesional dan mampu 
menghasilkan data yang valid akan dapat dijadikan sebagai tolok ukur pemberian 
pembiayan murabahah kepada anggota. Maka dapat dipastikan mampu 
meminimalisir adaanya kesalahan-kesalahan pembiayaan yang tidak diharapkan 
yang nantinya akan menyebabkan pembiayaan tersebut mengalami kendala dalam 
pelunasan.   
Hal ini sesuai pernyataan dari Siagian, mengatakan bawa profesionalitas 
merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu 
tinggi, waktu yang tepat, cermat dan sesuai dengan prosedur (P.Siagian, 2000, p. 
163). 
Selanjutnya di lain sisi selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang 
menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT HIRA tanon, faktor eksternal ini  
disebabkan oleh kondisi usaha anggota pembiayaan yang sedang menurun seperti 
anggota yang membuka usaha toko dikarenakan tokonya sepi pembeli terjadilah 
penurunan pendapatan, adanya I’tikad yang kurang baik dari anggota disini 
disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab anggota untuk menyelesaikan 
pembiayaan, anggota kurang mampu mengelola usahanya dengan optimal disini 
disebabkan oleh kesalahan dari anggota. Selain itu dari anggota dengan 
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pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang 
menerjang usaha anggota seperti banjir, angina ribut, dan terserang hama. 
Maka dari itu perlu adanya penekanan pada anggota dari BMT HIRA 
Tanon sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota semestinya memberikan 
syarat dan ketentuan yang lebih mengikat akan tanggung jawab dari anggota 
untuk bersungguh-sungguh dalam memenuhi angsuran pembiayaan. 
BMT HIRA Tanon juga perlu selalu memberikan perhatian intensif sepeti 
halnya mengingatkan anggota mengenai waktu pembayaran secara kekeluargaan 
sehingga para anggota tidak meremehkan tanggung jawab mereka pada BMT 
HIRA Tanon. Penanganan semacam ini perlu dilakukan mengingat ketidakpastian 
kemampuan dari anggota dalam  membayar angsuran pembiayaan.  
Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Abdullah yang mengatakan bahwa 
pengawasan kredit merupakan suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak 
analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahn atau penyimpangan debitur 
khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang 
dilaksanakan dapat berjalan sesuai rencana kredit, selain itu bahwa proses 
pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilian jaminan) (Abdullah, 
2005: 95). 
Dalam penanganan pembiayan bermasalanya BMT HIRA yaitu melakukan 
pendekatan secara kekeluargaan, penagihan secara intensif, teguran, rescheduling, 
restructuring, dan pengapusan hutang sudah cukup baik walaupun sempat 
mengalami kenaikan ditahun 2014, yang sebelumnya ditahun 2013 tingkat 
perkembangan NPF pembiayaan 17,3 % di tahun 2014 naik menjadi 26,6% dan di 
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tahun 2015 dapat di turunkan menjadi 26,1%. Walaupun ditahun 2015 BMT 
HIRA dapat menurukan tingkat perkembangan NPFnya bukan berarti BMT HIRA 
harus puas dengan hal itu karena NPF 26,1 % itu masih tergolong tinggi dan harus 
tetap diturunkan.  
Hal ini sesuai dengan kriteria peringkat penilaian NPF dari SE BI No.9/24 
Dbhs tanggal 30 Oktober 2007, (InformasiHukum, 2007). 
Tabel 4.4 
Peringkat Nilai NPF Predikat 
1 NPF<2% Sangat Baik 
2 2%< NPF < 5% Baik 
3 5%< NPF < 8% Cukup 
4 8%< NPF < 12% Kurang Baik 
5 NPF > 12% Tidak Baik 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang bermasalah 
sebenarnya dapat diminimalisir dengan profesionalitas para pengurusnya. Baik 
dengan pendataan melalui survey yang valid sebelum merealisasikan pembiayaan 
kepada anggota serta memberika penekanan intensif untuk mengikat tanggung 











Berdasarkan analisis penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah di 
BMT HIRA Tanon dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Strategi dalam mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari 
beberapa tahapan, yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada 
anggota. Hal ini  dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang sedang 
terjadi pada anggota serta memberikan alternatif solusinya. Kedua, penagihan 
secara intensif (collection). Dalam hal ini dilakukan dengan cara yaitu 
penagihan sesecara langsung dengan mendatangi anggota ke lokasi. 
Ketiga,teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota, 
keempat, resheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada anggota. 
Kelima, restructuring  yaitu dengan menambah jumlah kredit dan menambah 
equity (menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik). Keenam, hapus 
buku (write off) yaitu langkah terakhir yang dilakukan untuk membebaskan 
anggota dari beban hutangnya. 
2. BMT HIRA dalam menanggulangi pembiayaan murabahah bermasalah sudah 
cukup baik. Perkembangan Non Performing Financing (NPF) pertiga tahun 
terakhir ini mengalami sedikit penurunan. Jumlah persentase NPF di tahun 








1.  Untuk Pihak BMT 
a. Dalam memberikan pembiayaan murabahah hendaknya BMT harus 
memperhatikan dan melaksanakan sistematika dengan tahapan 
pembiayaan murabahah yang telah menjadi acuan sehingga memberikan 
hasil yang optimal bagi BMT  dan mampu meminimalisir risiko atau 
menghindari pembiayaan bermasalah. 
b. Pihak BMT harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang 
tidak memenuhi kriteria 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan 
Condition) dalam analisis kelayakan calon anggota, sehingga dengan 
menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya 
resiko pembiayaan bermasalah. 
c. Pihak BMT hendaknya menambahkan secara kuantitas dan kualitas SDI 
(Sumber Daya Insani) yang bertugas di lapangan, sehingga mampu 
meningkatkan kualitas pembiayaan serta menekan pembiayaan 
bermasalah 
2. Untuk Pihak Anggota 
Agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, supaya 
dikemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi. 
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3. Bagi peneliti yang akan datang 
Penulis menyadari mungkin ada kekurangan dalam penulisan, penelitian 
selanjutnya sebaiknya lebih mendalami pembiyaan bermasalah yang diteliti, 
karena tidak menutup kemungkinan bahwa dengan lebih didalaminya 
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Paduan Wawancara untuk Manager dan Marketing Financing BMT HIRA Tanon. 
1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam 
mengajukan pembiayaan murabahah di BMT HIRA cabang Tanon? 
2. Bisa di ceritakan prosedur, bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad 
murabahah di BMT HIRA? 
3. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian BMT HIRA untuk 
memberikan pembiayaan murabahah bagi calon anggota? 
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penilian dalam pemberian 
pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
5. Aspek apa saja yang dinilai dalam penilaian untuk pemberian pembiayaan 
murabahah? 
6. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau 
tidak untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
7. Apakah jaminan harus selalu di ikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayaan? 
8. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
akan diberikan kepada anggota? 
9. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di 
BMT HIRA? 
10. Jaminan apakah yang paling banyak di terima oleh BMT HIRA? 
11. Bagaimana kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT HIRA? 
12. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT HIRA? 









Paduan wawancara untuk anggota pembiayaan Murabahah BMT HIRA Tanon. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak?Ibu dalam menjalankan usaha? 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
Hira ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang 
pembiayaan bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran 
atau macet sama sekali) ? 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 












Hasil Observasi pada BMT HIRA Tanon 
 
No Diskripsi BMT HIRA Tanon Keadaan atau situasi 
1 Lokasi Tempat BMT Beralamatkan di Jalan Raya 
Gabugan - Gemolong Km. 0,2. 
Pantirejo, Desa Gabugan, Kec. 
Tanon, Kab. Sragen, 
PropinsiJawaTengah. BMT 
HIRA Tanon berada di lokasi 
yang sangat strategis, berada di 
keramaian masyarakat Tanon, 
berdekatan dengan pasar Tanon 
yang menjadi pusat keramaian di 
Tanon. 
2 Jumlah pegawai Terdapat 30 (tiga puluh) pegawai 
di BMT HIRA Tanon 
3 Sarana dan Prasarana Gedung dalam kondisi yang 
terawat, terdapat cctv untuk 
keamanan BMT. 
4 Kegiatan yang dilakukan BMT BMT melayani penyimpanan 
dana dan pembiayaan bagi yang 
membutuhkan. Anggota yang 
dilayani BMT berasal dari semua 
kalangan mulai dari yang 
tergolong  masyarakat menengah 
kebawah atau menengah keatas. 
5 Pelayanan atau kinerja BMT Pelayanan di BMT ramah dan 
responsif jika ada anggota yang 
datang, namun ada salah satu 
anggota penabung yang 
mengaluhkan keterlambatan 
BMT dalam mencetak buku 
tabungan untuk anggota tersebut 
sudah empat bulan terhitung dari 
awal keikut sertaan menjadi 
anggota penabung anggota tidak 
kunjung mendapat buku 
tabungan, untuk pembiaayan 
kendalanya  pada kurang telitinya 
calon anggota yang ingin 
mengajukan pembiayaan 
sehingga mengulur-ngulur proses 
 
 
pencairan dana. Dalam proses 
pencairan dana terkadang 
terdapat kurang telitinya pegawai 
dalam menganalisis baik 
buruknya semua hal terkait calon 
anggota pembiayaan, terjadi 
karena memang kurang teliti dan 
terjadi karena adanya kedekatan 
antara pegawai dan calon anggota 
yang membuat analisis layak atau 
tidaknya pembiayaan dicairkan 
menjadi tidak professional. 
Seperti halnya yang terjadi pada 
pembiayaan oleh Ibu Tri Ayumni 
karena adanya kedekatan dengan 
pegawai BMT maka pembiayaan 
yang seharusnya perlu 
dipertimbangkan justru dengan 
cepat dicairkan. 
6 Karakter anggota pembiayaan Banyak anggota pembiayaan 
yang memang mempunyai rasa 
tanggung jawab terbukti dari 
banyaknya jumlah pembiayaan 
lancar di BMT, namun ada saja 
anggota yang kurang 
bertanggung jawab salah satunya 
yang terjadi pada anggota 
pembiayaan oleh Bapak Ikhsani 
karena rasa tanggung jawabnya 
yang kurang maka sering timbul 
kendala dalam pengembalian 
pembiayaan, terjadinya 
permasalahan dalam 
pengembalian pembiayaan bukan 
serta merta semua karena 
kurangya rasa tanggungjawab 
anggota, ada yang terjadi karena 
terkena musibah seperti yang 
dialami oleh Bapak Slamet, 
pertanian melonnya beberapa kali 
gagal panen karena terjadi 
bencana alam membuat kerugian 
pada pertanian tersebut yang 
imbasnya juga akan terjadi ke 
BMT karena Bapak Slamet 
belum bisa mengangsur 
 
 







Hasil wawancara dengan pihak BMT HIRA Tanon.  
Hari dan Tanggal : Senin, 10 Oktober 2016. 
Wawancara dengan Ibu Umi Purwandari, A.Md ( Manajer Cabang). 
1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan 
pembiayaan murabahah di BMT HIRA cabang Tanon? 
Jawaban : 
Fotocopy kartu keluarga, KTP, surat nikah, jaminan untuk jaminanya bisa 
serifikat dan BPKB 
2. Bisa di ceritakan prosedur, bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad 
murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
a). pengajuan b). survey c). komite (dipertimbangkan/dirapatkan) d). 
pembelian barang yang telah disepakati oleh pengelola BMT pada saat 
komite. e). pengakodan (antara BMT dengan anggota pembiayaan) 
3. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian BMT HIRA untuk memberikan 
pembiayaan murabahah bagi calon anggota? 
Jawaban : 
prinsip 5C,  dan kondisi ekonomi rumah tangga anggota pembiayaan tersebut      
namun faktor atau criteria tentang kondisi rumah tanggain adalah yang paling 
terakhirdipertimbangkan. 
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penilaian dalam pemberian  
pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban : faktor 5C 
5. Aspek apa saja yang dinilai dalam penilian untuk pemberian pembiayaan 
murabahah? 
Jawaban : Sama yakni 5C 
6. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak 
untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban :  
 
 
Dilihat dari cara berbicaranya,  sikap, dan lingkungan sekitar. Dari aspek 
lingkungan sekitar ini lah yang biasanya paling valid. 
7. Apakah jaminan harus selalu di ikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayaan? 
Jawaban : 
Tentu saja harus tapi hanya sekedar fotocopyannya saja, karena apa bila dari 
BMT tidak dapat merealisasikan permohonan pembiayaan tersebut rasanya 
tidak enak (perkewoh) harus menggembalikan kepada anggota. 
8. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
akan diberikan kepada debitur? 
Jawaban : Sangat memeperngaruhi 
9. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di BMT 
HIRA? 
Jawaban : 
BPKP, serifikat tanah, warkat bukti simpanan berjangka misalnya anggota 
sebelumnya telah memiliki deposito di BMT namun karena belum jatuh 
tempo pencairan jadiuangnya belumdapat diambil makaanggo tadapat 
mengajukan permohonan pembiayaan denganjaminanwarkattersebut. 
10. Jaminan apakah yang paling banyak di terima oleh BMT HIRA? 
Jawaban : Sertifikat dan BPKB 
11. Bagaimana kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : Di mulai dari tiga bulan sudah dikatakan macet di BMT HIRA. 
Tapi satu bulan saja sudah terlambat kita langsung mendatangi anggota 
kerumah untuk menagih angsuran. 
12. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
Penyimpangan dalam penggunaan pembiayaan dari BMT, ternyata anggota 
memiliki hutang selain dari BMT, Kondisi ekonomi keluarga misalnya seperti 
kebutuhan anak anaknya untuk sekolah atau membeli kebutuhan mereka, 
padasaat lebaran juga sangat berpengaruh karena ketika itu kebutuhan dalam 
rumahtangga mereka sangatlah banyak. Musibah juga berpengaruh. 
 
 
13. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
Jawaban:  
Secara kekeluargaan, kita (BMT) tidak akan mengambil jaminan tapi kita 
selesaikan secara kekeluargan dari situ kita banyak berbincang mengenai 
mengapa menunggak, memberikan toleransi perpanjangan waktu angsuran, 
tentu kita sebelumnya tetap memberikan peringatan peringkatan, menambah 
pembiayaan barang kali ada usaha yang bisa mereka lakukan kita pun juga 
memberikan ide usaha apa, dan terakhir ada hapus buka itu terjadi ketika 



















Wawancara dengan Ibu Ramita Rahmawati (Marketing Financing). 
Hari dan Tanggal : Senin, 17 Oktober 2016 
1. Persyaratan apa sajakah yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan 
pembiayaan murabahah di BMT HIRA cabang Tanon? 
Jawaban : 
a. Menjadi anggota BMT 
Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah, calon anggota 
di haruskan untuk menjadi anggota BMT HITA. Hal ini bertujuan untuk 
mempermudah pihak BMT maupun anggota pada saat melakukan 
pembayaran atau angsuran pembiayaan 
b. Fotocopy KTP Suami dan Istri 
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan 
status. Karena pada saat menjadi anggota BMT, data di BMT harus sama 
dengan data yang ada di KTP. Sehingga KTP merupakan syarat yang harus 
ada pada saat mengajukan pembiayaan di BMT HIRA. 
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah 
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni 
memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh 
data yang ada dalam KTP, sehingga KK dibutuhkan untuk lebih 
memperkuat data yang ada dalam KTP. 
d. Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir. 
e. Slip gaji terkhir (untuk pegawai atau karyawan) 
Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan 
menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak BMT akan dapat melihat 
 
 
kemampuan (capacity) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap 
bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, 
cukup menunjukkan data usahanya. 
f. Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah) 
Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengatahui jaminan seperti apa 
yang akan dijadikan anggunan di BMT. Untuk sertifikat tanah harus jelas 
kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan 
untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan 
kendaraan yang akan dijadikan anggunan. 
2. Bisa di ceritakan prosedur, bagaimana prosedur pembiayaan dengan akad 
murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
a. Menjadi anggota/Nasabah BMT 
b. Melengkapi seluruh persyaratan 
c. Mengajukan permohonan 
d. Memiliki penghasilan 
e. Memiliki karakter yang baik 
f. Survey 
g. Komite pembiayaan 
h. Pencairan dana 
3. Kriteria apa sajakah yang menjadi penilaian BMT HIRA untuk memberikan 
pembiayaan murabahah bagi calon anggota? 
Jawaban : 
Melakukan penilaian calon nasabah dengan analisis 5C (Character, Capacity, 
Capital, Collateral, dan Condition). 
4. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penilian dalam pemberian 
pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban :  
 
 
a. Character, yaitu merupakan watak atau sifat nasabah, baik dalam 
kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian ini 
bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk 
melunasi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Di BMT HIRA, Character 
merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam pembiayaan 
Murabahah. 
b. Capital, yaitu modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Kemampuan 
modal sendiri juga diperlukan oleh pihak BMT sebagai bukti kesungguhan 
dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya. Dengan 
menilai kemampuan modal, maka pihak BMT akan merasa lebih yakin 
untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. 
c. Capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna 
memperoleh laba. Kemapuan ini dinilai dengan catatan prestasi nasabah 
dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha 
nasabah. Bagi BMT penilaian ini berfungsi untuk melihat kemampuan 
nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
d. Collateral, yaitu barang yang diserahkan nasabah sebagai anggunan 
terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian ini berfungsi untuk 
menyakinkan pihak BMT apabila terjadi resiko atau kegagalan, maka 
jaminan digunakan sebagai pengganti kewajiban. 
 
 
e. Condition, yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang 
berpengaruh terhadap usaha. Bagian pembiayaan BMT harus melihat 
kondisi perekonomian yang terkait dengan jenis usaha calon nasabah. 
5. Aspek apa saja yang dinilai dalam penilai untuk pemberian pembiayaan 
murabahah? 
Jawaban :  
Dengan mengunakan penilaian 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, 
dan Condition) 
6. Bagaimana cara menguji/mengatahui calon anggota tersebut layak atau tidak 
untuk memperoleh pembiayaan murabahah di BMT HIRA? 
Jawaban :  
Dilakukan dengan cara mengetahui karakter, lingkungan, dan latar belakang 
calon anggota. 
7. Apakah jaminan harus selalu di ikut sertakan dalam setiap permohonan 
pembiayaan? 
Jawaban : 
Iya, walaupun hanya sekedar fotokopian saja, tetapi hasil ada bukti keaslian 
foto kopi dengan melihat jaminan yang asli. 
8. Apakah jaminan berperan dalam menentukan besarnya pembiayaan yang 
akan diberikan kepada debitur? 
Jawaban :  
Mempengaruhi, tetapi yang lebih penting adalah karakter anggota yang akan 
pembiayaan itu baik atau tidak 
9. Kriteria jaminan seperti apakah yang bisa dijadikan sebagai jaminan di BMT 
HIRA? 
Jawaban : 
Kendaraan roda 4 tahun 1990 keatas dan roda 2 tahun 2006 keatas, 
Sertifikat tanah pekarangan dan pertanian yang tidak ada sengekta. 




10. Jaminan apakah yang paling banyak di terima oleh BMT HIRA? 
Jawaban : Sertifikat dan BPKB 
11. Bagaimana kriteria pembiayaan yang bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : menunggak tiga kali angsuran. Tapi bukan berarti walaupunn baru 
menunggak satu bulan kita mengacuhkannya. Akan ada surat peringatan 
untuk mereka (anggota) yang menunggak. Ada tiga kali surat peringkatan 
yaitu SP1 untuk ketelambatan satu bulan, SP2 untuk dua bulan keterlambatan, 
SP3 untuk tiga bulan keterlambatan apabila anggota masih tidak ada respon 
biasanya kita menakut-nakuti dengan cara akan menyita jaminan tapi hanya 
untuk menakut-nakuti saja agar ada respon atau pembayaran. 
12. Apakah penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
Faktor ekonomi, misalnya: berhenti bekerja, sedang sakit, dan terkena 
musibah.faktor itikad dari anggotapun tidak luput dari penyebab terjadinya 
pembiayaan bermasalah, Factor dari kita (BMT) juga ada, sebabnya kita 
kurang teliti dalam menilai dan kedeketan dengan anggota entah itu teman 
atau saudara juga membuat kita sering tidak professional dalam menilai,kita 
juga dilarang untuk menciptakan kedakatan dengan calon anggota jadi 
biasanya mereka memberik imbalan agar proses pembiayaan cepat 
direalisasikan, dari factor internal dan eksternal sama sama mendominasi 
penyebab pembiayaan bermasalah. 
13. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT HIRA? 
Jawaban : 
Jawaban:  
Biasanya dibicarakan secara kekeluargaan, penagihan secara intensif, 
diberikan surat peringatan untuk meraka, di beri toleransi perpanjangan waktu 
angsuran, ditanya penyebab menunggak membayar angsuran. Agar bisa dicari 
titik tengah permasalahan agar tidak terjadi menunggak dalam angsuran, 
menambah jumlah pinjaman barang kali ada usaha tambahan lainnya yang 
bisa dilakukan anggota, dan terakhir ada hapus buku ini merupakan langkah 
terakhir jika anggota ternyata kabur atau benar-benar tidak mampu lagi 
 
 
menulasi. Kita juga sering melakukan training setiap bulannya untuk 
menambah kemampuan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan 
perkembangan BMT menjadi lebih baik, disini jug ada denda untuk yang 












Hasil Wawancara dengan anggota pembiayaan. Hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 
2016. 
A. Wawancara dengan Bapak Paryanto 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Paryanto 
Umur  = 42 tahun 
Jenis Pekerjaan = Tukang bangunan 
Pendapatan /bln = 1,8 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Pengajuan pembiayaan Murabahah tersebut untuk konsumtif, yaitu untuk 
membeli sepeda motor 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Karena sudah lama tau tentang BMT HIRA dan ada tetangga saya yang 
bekerja disana jadi dibantu mengurus pembiayaan itu, sangat membantu 
sekali dalam perekonomian saya 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Prosedurnya sangat cepat dan mudah, Jadi tidak terlalu lama menunggu untuk 
proses pembiayaan. Prosedurnya kemarin pertama saya menjadi anggota 
BMT terlebih dahulu, melengkapi persyarakan barulah permohonan 
pembiayaan di ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal 
pencairan, setelah itu saya ke BMT untuk melakukan akad murabahah dan 
selanjutnya saya menunggu BMT membelikan sepeda motor. Dan sekarang 
saya membayar angsuran ke BMT. 
 
 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT Hira dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, jaminan BPKB sepeda yang dibeli 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Angsuran Lancar,tidak pernah macet 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Saya lupa, tapi sepertinya akan ada denda. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Paling di kasih toleransi tenggang waktu sampai sebelum akhir bulan. Jadi 










B. Wawancara dengan Ibu Suminem. Hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Suminem 
Umur  = 51 tahun 
Jenis Pekerjaan = Jualan Sayur 
Pendapatan /bln = 1,5 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Buat nambah modal dagangan. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Sangat membantu sekali dalam menjalankan usaha, rejeki tambah lancar. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Dulu awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, melengkapi 
persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan, BMT mengunjungi 
saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya ke BMT untuk 
melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa hari saya ke BMT lagi 
untuk menyerahkah nota pembelian barang yang saya beli. Dan sekarang saya 
membayar angsuran ke BMT. Prosedurnya cepat dan mudah, proses 
mencairannya tidak lama. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, jaminan Sertifikat atas nama saya sendiri. 
 
 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Alhamdulillah, sampai saat ini lancar. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, Cuma setau saya kalo ada yang nunggak dapat peringatan dari BMT. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika. 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
















C. Wawancara dengan Bapak Lulus Widodo. Hari sabtu, tanggal 29 oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Lulus Widodo 
Umur  = 34 tahun 
Jenis Pekerjaan = Sales 
Pendapatan /bln = 1,5 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
konsumtif, yaitu untuk perbaikan rumah 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Karena ada yang kenal dengan marketing nya, sangat membantu sekali 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Prosedurnya ya tinggal datang saja ke BMT lalu semua segera di proses. 
Semua itu (prosedurnya) cepat,dan gampang. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Cuma fotocopy BPKB sepedamotor 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Angsuran Lancar, kadang Cuma beda tanggal kesepakatan pembayaran tidak 
sampai telat lewat bulan. 
 
 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, dijelaksan tentu kalau bermasalah akan mendapat teguran dari BMT. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 



















D. Wawancara dengan Bapak Sarno. Hari sabtu, tanggal 22 oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Sarno 
Umur  = 40 tahun 
Jenis Pekerjaan = Toko Bangunan 
Pendapatan /bln = 3,5 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Pengajuan pembiayaan Murabahah tersebut untuk tambah-tambah modal 
usaha toko bangunan saya. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Sangat membantu saya dalam menjalankan usaha 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Iya cepat dan mudah. Dulu awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih 
dahulu,kemudian melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di 
ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu 
saya ke BMT untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa 
hari saya ke BMT lagi untuk menyerahkah nota pembelian barang yang sudah 
saya beli. Dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, jaminan Sertifikat rumah atas nama saya sendiri 
 
 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Angsuran Lancar, tidak ada kendala. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali)? 
Jawaban: 
Iya, Di jelaskan yang saya ingat yang jelas tidak ada sita jaminan. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Saya kurang tau tapi biasanya kalau ada kendala keterlambatan angsuran 















E. Wawancara dengan Ibu Yani. Hari sabtu, tanggal 22 oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Yani 
Umur  = 30 tahun 
Jenis Pekerjaan = Usaha Laundry 
Pendapatan /bln = 2 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Pengajuan pembiayaan Murabahah tersebut untuk tambah modal kerja untuk 
beli mesin cuci. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Iya, sangat membantu. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Prosedurnya sangat cepat dan mudah. Dulu awalnya saya menjadi anggota 
BMT terlebih dahulu, melengkapi persyaratan barulah permohonan 
pembiayaan di ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal 
pencairan, setelah itu saya ke BMT untuk melakukan akad wakalah. Setelah 
itu selang beberapa hari saya ke BMT lagi untuk menyerahkah nota 
pembelian barang yang saya beli. Dan sekarang saya membayar angsuran ke 
BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT Hira dalam 




Ada, jaminan BPKB sepeda motor 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Angsuran Lancar 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, Di jelaskan kalau ada masalah dengan angsurannya akan di berikan 
peringatan. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Yang saya ketahui dari pengalaman teman-teman saya BMT akan terus 
memberikan peringatan melalui surat untuk mengingatkan jika telah jatuh 











F. Wawancara dengan Ibu Tri Ayumni. Hari minggu, tanggal 6 november 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Tri Ayumni 
Umur  = 28 tahun 
Jenis Pekerjaan = Pedagang 
Pendapatan /bln = 1,5 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Tambah modal usaha toko klontong. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Sangat membantu sekali dan ada kerabat dekat saya yang bekerja di BMT 
HIRA mulai dari pemberkasan sampai survey yang ngurusin kerabat saya itu 
jadi itu yang sebenarnya membuat saya ingin mengambil pembiayaan di 
BMT HIRA, sebenarnya saya tidak yakin jika saya mengajukan pembiayaan 
di BMT lain akan terealisasi karena di desa saya ini ada toko yang lebih lama 
berdiri dan ramai sekali pembeli, yang dijual di toko itu sangat komplit mulai 
dari alat tulis, perlengkapan rumah tangga, makanan ringan, jaraknya kira-
kira hanya seratus meter saja dari toko saya ini. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Lebih cepat, waktu pengajuan sama pencairan Cuma 3 hari, prosedurnya ya 
seperi biasa pada umunya lembaga keuangan. Awalnya saya menjadi anggota 
BMT, melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan, 
BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya ke 
BMT untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa hari saya 
 
 
ke BMT lagi untuk menyerahkah nota pembelian barang yang saya beli. Dan 
sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, Jaminan sertifikat tanah pertanian milik suami saya. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Terlambat 3x angsuran karna banyak kebutuhan mendesak keluarga dan toko 
saya sepi pembeli. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, Di jelaskan, saya mendapat teguran dan denda. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 










G. Wawancara dengan Ibu Amirudin Narimo. Hari minggu, tanggal 13 november 
2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Amirudin Narimo 
Umur  = 30 tahun 
Jenis Pekerjaan = Karyawan Swasta 
Pendapatan /bln = 1,9 jt 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Konsumtif, untuk membeli sepedamotor. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak?Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Karena ada teman saya yang kerja disana jadi gampang dibantu teman saya 
untuk mengurus pengajuannya, jadi kemarin itu pengajuan pembiayaan saya 
cepat sekali, lokasi juga dekat dari rumah jadi kalau mau mengansur dekat. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Iya sangat cepat dan mudah sekali. Dulu awalnya saya menjadi anggota BMT 
terlebih dahulu, melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di 
ajukan, BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu 
saya ke BMT untuk melakukan akad murabahah. Dan sekarang saya 
membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 




Ada, jaminan BPKB sepeda motor. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Kadang terlambat satu sampai dua bulan, karena untuk kebutuhan rumah 
tangga. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, Di jelaskan ini saya dapat denda dan orang BMT nya berkunjung 
kerumah saya untuk menagih kalau saya mulai terlambat bayar. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika. 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Mereka memberi surat teguran dan mengunjungi saya kerumah untuk 
menagih tapi mereka juga memberikan toleransi waktu pembayarannya 












H. Wawancara dengan Ibu Santi Handayani. Hari sabtu, tanggal 29 oktober 2016. 
A. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Santi Handayanti 
Umur  = 40 tahun 
Jenis Pekerjaan = PNS 
Pendapatan /bln = 3,5 juta 
B. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Konsumtif, Untuk nambah modal membeli tanah. 
C. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak?Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Membantu, karena uang saya untuk membeli tanah masih kurang yang 
sebrarti belum dapat saya beli jika hanya menggunakan uang saya sendiri 
namun karena bisa pinjam ke BMT jadi bisa beli tanah yang saya inginkan 
D. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Proses cepat. Dulu awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, 
melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan, BMT 
mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya ke BMT 
untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa hari saya ke 
BMT lagi untuk menyerahkah bukti pembelian tanah yang saya beli. Dan 
sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
E. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT Hira dalam 




Ada, jaminan Sertifikat Tanah yang di beli. 
F. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Sejauh ini saya menunggak 4 kali pembayaran karna kemarin ada sudara yang 
tertimpa musibah jadi uang tabungan saya yang untuk menganggsur saya 
pinjamkan ke saudara saya dulu. 
G. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Iya, dijelakan mereka ini membicarakan masalah angsuran yang menunggak 
dengan baik secara kekeluargaan dan jaminanpun juga tidak sampai disita 
tapi saya mendapat denda dan surat teguran setiap bulannya. 
H. Apakah solusi yang di berikan BMT Hira terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Diberikan toleransi waktu lagi, jadwal angsuran saya diperpanjang dan BMT 












I. Wawancara dengan Bapak Ikhsani. Hari sabtu, tanggal 29 oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Ikhsani 
Umur  = 27 tahun 
Jenis Pekerjaan = Karyawan Swasta 
Pendapatan /bln = 2,8 juta 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Pengajuan pembiayaan Murabahah tersebut untuk konsumtif, yaitu untuk 
nambah modal untuk membeli mobil. 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak?Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Karena pada saat mau membeli mobil uang saya kurang, jadi pihak BMT 
membantu membayar kekurangan buat beli mobil, saya juga kenal salah satu 
pegawainya jadi segala sesuatunya dibantu ngurus. 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Cerita awalnya saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, melengkapi 
persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan dulunya saya sering 
bolak balik ke BMT mengurus persyaratan karena saya sering lupa apa saja 
yang harus dilengkapi, kemudian BMT mengunjungi saya, lalu diberitahu 
jadwal pencairan, setelah itu saya ke BMT untuk melakukan akad wakalah. 
Setelah itu selang beberapa hari saya ke BMT lagi untuk menyerahkah nota 
pembelian barang yang saya beli. Dan sekarang saya membayar angsuran ke 
BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT Hira 
ada jaminan yang diminta oleh BMT Hira kepada Bapak/Ibu? 
 
 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT Hira dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, jaminan BPKB mobil yang dibeli. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Angsuran sering telat tapi biasanya hanya satu atau dua bulan saja karena 
saya sering sekali lupa mebayarkan cicilan hutang itu, kadang-kadang juga 
malas mau ke BMT ya walaupun dekat tapi malas saja, istri saya juga bekerja 
lalu sesampainya dirumah mengurus anak jadi selalu saya yang pergi ke BMT 
untuk membayar cicilan. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Saya lupa namun sekarang yang saya alami jika saya terlambat membeyar 
angsuran pihak BMT mengunjungin saya untuk menagih dan pastinya ada 
denda keterlambatan. 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Ya itu, terlambat tanggal tidak apa-apa masih di beri toleransi pembayaran 
jadikan saya hanya terlambat satu dua bulan saja nanti angsurannya di 






J. Wawancara dengan Bapak Slamet. Hari sabtu, tanggal 29 oktober 2016. 
1. Nama, umur, jenis pekerjaan dan pendapatan perbulan? 
Jawaban: 
Nama  = Slamet 
Umur  = 60 tahun 
Jenis Pekerjaan = Petani 
Pendapatan /bln = 1,5 jt 
2. Untuk apakah pembiayaan Murabahah tersebut Bapak/Ibu ajukan?  
Untuk modal kerja atau konsumtif? 
Jawaban: 
Untuk menambah modal kerja 
3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan Murabahah di BMT HIRA?  
Apakah sangat membantu ekonomi Bapak?Ibu dalam menjalankan usaha? 
Jawaban: 
Iya, sangat membantu 
4. Bagaimana prosedurnya? 
Apakah lebih cepat dan mudah? 
Jawaban: 
Iya,cepat. Prosedurnya dulu saya menjadi anggota BMT terlebih dahulu, 
melengkapi persyaratan barulah permohonan pembiayaan di ajukan, BMT 
mengunjungi saya, lalu diberitahu jadwal pencairan, setelah itu saya ke BMT 
untuk melakukan akad wakalah. Setelah itu selang beberapa hari saya ke 
BMT lagi untuk menyerahkah nota pembelian pupuk dan bibit yang saya beli. 
Dan sekarang saya membayar angsuran ke BMT. 
5. Apakah dalam pengajuan permohonan pembiayaan Murabahah di BMT 
HIRA ada jaminan yang diminta oleh BMT HIRA kepada Bapak/Ibu? 
Jika ada jaminan apakah yang Bapak/Ibu berikan ke BMT HIRA dalam 
mengajukan permohonan pembiayaan Murabahah? 
Jawaban: 
Ada, Sertifikat tanah pertanian. 
6. Sejauh ini, bagaimana angsuran Bapak/Ibu? 
 
 
Apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja? 
Jawaban: 
Menunggak 5 bulan karna buah melon yang saya tanam gagal panen beberapa 
kali karna banjir dan terserang hama. 
7. Apakah dalam akad (perjanjian) pembiayaan dijelaskan tentang pembiayaan 
bermasalah semisal (menunggak dalam pembayaran angsuran atau macet 
sama sekali) ? 
Jawaban: 
Saya gak paham, Cuma disuruh tanda tangan aja yang jelas ini saya mendapat 
surat-surat teguran, denda, dan kunjungan dari BMT 
8. Apakah solusi yang di berikan BMT HIRA terhadap Bapak/Ibu ketika 
menunggak dalam pembayaran angsuran? 
Jawaban: 
Diberikan perpanjangan waktu pelunasan, Sampai saat ini BMT terus 
memantau pertanian saya mereka sedikit-sedikit memberikan solusi seperti 
pupuk yang dulu saya pakai diganti dengan pupuk yang baru yang menurut 














Daftar nama anggota pembiayaan Murabahah BMT HIRA Tanon 












AMIRUDIN NARIMO 15,000,000 
7 
TRI AYUMMI 24.000.000 
8 










NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2013 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 1.735 Rp. 18.961.207.055 82.7% 
Kurang lancar 325 Rp. 1.101.129.782 4.9% 
Diragukan 187 Rp. 666.951.584 2.9 % 
Macet 349 Rp. 2.189.818.465 9.5 % 
Total 2.596 Rp. 22.919.108.899 100% 
 
NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2014 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 1.862 Rp. 19.814.661.430 73.4 % 
Kurang lancar 303 Rp. 982.657.780 3,6 % 
Diragukan 322 Rp. 1.364.158.419 5.2 % 
Macet 495 Rp. 4.812.480.929 17.8 % 
Total 2.982 Rp. 26.973.960.572 100% 
 
NPF pembiayaan BMT HIRA Tahun 2013 
Kolektibilitas Debitur Pembiayaan Porsi (%) 
Lancar 2.017 Rp. 22.995.231.390 73.9 % 
Kurang lancar 347 Rp. 1.391.799.683 4.5 % 
Diragukan 264 Rp. 774.296.970 2.5 % 
 
 
Macet 582 Rp. 5.943.188.123 19.1 % 
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